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EFFICIENCY ANALYSIS OF STATE EMPLOYEES COOPERATIVES 
REPUBLIC OF INDONESIA IN DISTRICT KLATEN 
 
Yunita Umi Solikah 
F 0106011 
 
Cooperatives are economic institutions of the people who move the 
economy in promoting the welfare of the people of society. Although not visible, 
but the role of cooperatives is very large, especially for middle to lower economic 
community. Unlike other business entities, cooperatives are not the only important 
aspect of maximum profits, but also the welfare of members. Thus, in 
implementing its activities, the cooperative needs to consider the efficiency of its 
business, as well as the KPRI. The main purpose of this study is to determine the 
level of efficiency and performance and cooperation of civil servants existing in 
Klaten district. 
Data used in this research is secondary data obtained from PKPRI. KPRI 
population in Klaten is number 98, while the number of samples used is 10 KPRI 
taken by simple random sampling. The research method used is Data 
Envelopment Analysis (DEA). Capital cost, management, number of managers as 
variable input, whereas Sisa Hasil Usaha (SHU) as output variables.  
Results of analysis states that KPRI-KPRI cause of these inefficiencies 
derived from inputs that do not conform with the needs / going waste. Cost 
management becomes the biggest cause of inefficiency in the cooperative that is 
equal to 45.25%, followed by the number of managers amounted to 45.23% and 
39.26% of capital. There were 7 of 10 KPRI KPRI samples were low, There were 
7 of 10 KPRI samples that have not been efficient, there are : Vorstenlanden 
KPRI: 45,81%, Padma Wijaya KPRI: 50,67%, Tulus Bhakti KPRI:28,12%, Bina 
Sejahtera KPRI: 68,80%, SMP N 1 Karanganom KPRI: 40,77%, Adil Sejahtera 
KPRI: 80,77, and Maratani KPRI: 21,20%.  
Suggestion for KPRI is not efficient should pay more attention to the use 
of inputs in order to achieve maximum output, especially the allocation of 
operational costs so that more attention, use of employees' needs and improve its 
work, and reduce the use of funds derived from loans and optimize the rotation of 
capital and refers to other KPRI has achieved efficiently.  
 















A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan di Indonesia semenjak jaman kemerdekaan selalu 
dilandaskan pada asas demokrasi dimana rakyat ikut berpartisipasi. 
Perekonomian di Indonesia dilandaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 
rakyat. Selama ini lembaga yang melibatkan rakyat kecil adalah koperasi. 
Koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan 
perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan masyarakat. Selain itu 
koperasi merupakan salah satu pilar dalam pertumbuhan ekonomi selain 
BUMN dan swasta.  
Pada dasarnya rakyat Indonesia memang bukan “homo ekonomikus” 
melainkan lebih bersifat “homo societas”, lebih mementingkan hubungan 
antar manusia daripada kepentingan materi/ekonomi. Oleh karena itu sistem 
ekonomi yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah sistem ekonomi 
tertutup yang bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah tangga, yaitu bangun 
koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari hulu hingga hilir, dari 
anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
33 ayat 1 UUD 1945. Dengan demikian maka koperasi betul-betul menguasai 




secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali asal sistem 
pengeloaannya benar dan tertib tanpa kecurangan. (Hariyono, 2003) 
Koperasi sebagai lembaga keuangan, dalam kegiatan usahanya sangat 
diperlukan masyarakat.  Kegiatan usaha  yang dimaksud dapat berupa 
pelayanan kredit, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain.  Koperasi jenis ini 
biasanya menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh 
lembaga usaha lain atau lembaga usaha lain tidak dapat melaksanakannya 
karena hambatan peraturan.  Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan 
memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga 
lain.  Hal ini dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediaan 
dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang 
harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank.  
Selain itu, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain.  
Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran 
koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain.  Keterlibatan anggota 
(atau juga bukan anggota) dengan koperasi adalah karena pertimbangan 
rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih 
baik. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada tingkat 
pelayanan yang lebih tinggi jika dilihat dari perannya bagi masyarakat.  
Beberapa KUD untuk beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasikan 
mampu memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan 
dengan lembaga usaha lain, demikian pula dengan koperasi kredit.   
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Koperasi juga telah menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya.  
Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan 
koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan 
mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama 
koperasi menghadapi kesulitan tersebut.  Saat kondisi perbankan menjadi 
tidak menentu dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, membuat anggota 
tersebut tidak memindahkan dana yang ada di koperasi ke bank.  
Pertimbangannya adalah bahwa keterkaitan dengan koperasi telah berjalan 
lama, telah diketahui kemampuannya melayani, merupakan organisasi milik 
anggota, dan ketidakpastian dari daya tarik bunga bank.   
Pada masa yang akan datang, masyarakat masih membutuhkan layanan 
usaha koperasi.  Alasan utama kebutuhkan tersebut adalah dasar pemikiran 
ekonomi dalam konsep pendirian koperasi, seperti untuk meningkatkan 
kekuatan penawaran, peningkatan skala usaha bersama, pengadaan pelayanan 
yang selama ini tidak ada, serta pengembangan kegiatan lanjutan (pengolahan, 
pemasaran, dan sebagainya) dari kegiatan anggota.  Alasan lain adalah karena 
adanya peluang untuk mengembangkan potensi usaha tertentu (yang tidak 
berkaitan dengan usaha anggota) atau karena memanfaatkan fasilitas yang 
disediakan pihak lain (pemerintah) yang mensyaratkan kelembagaan koperasi, 
sebagaimana bentuk praktek pengembangan koperasi yang telah dilakukan 
selama ini. (Krisnamurthi, 2002) 
Koperasi merupakan salah satu lembaga wujud ideal organisasi 
ekonomi rakyat. Dalam pelaksanaan koperasi memiliki kebijakan dan prinsip 
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tersendiri yaitu kekeluargaan dan gotong royong sesuai dalam pasal 33 ayat 1 
Undang Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun berdasar atas asas 
kekeluargaan. Koperasi merupakan badan usaha yang melindungi kepentingan 
rakyat miskin dan lemah. Seringkali dalam masyarakat kalangan ekonomi 
menengah ke bawah mengalami kesulitan dalam permodalan usaha. Namun 
saat ini pemerintah sudah berusaha memberi kemudahan dalam kredit tetapi, 
masih banyak kendala yang dialami masyarakat kalangan menengah ke bawah 
untuk mendapatkan kredit usaha di bank. Hal ini dikarenakan oleh adanya 
aturan-aturan dalam sistem perbankkan yang tidak dapat dipenuhi oleh 
masyarakat kalangan bawah.  
Koperasi di Indonesia lahir secara alami dari masyarakat pada waktu 
zaman penjajahan. Perkembangan koperasi mulai pesat setelah era 
kemerdekaan. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik 
dan turun dengan lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-
beda dari waktu ke waktu sesuai dengan kemajuan zaman. Pertumbuhan 
koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan pinjam 
(Sitio dan Tamba, 2001), kemudian tumbuh koperasi-koperasi lain yang 
menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan 
kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-
barang untuk keperluan produksi. Perkembangan koperasi dari berbagai jenis 
kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada kecenderungan menuju pada bentuk 
koperasi yang memiliki berbagai jenis kegiatan usaha. Keragaman jenis 
koperasi ini dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang 
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ingin dicapai oleh masing-masing koperasi. Selain itu terbentuknya jenis 
koperasi juga dipengaruhi oleh jenis mata pencaharian anggota, misalnya 
KPRI, koperasi karyawan, koperasi nelayan. Untuk melihat penyebaran 
jumlah koperasi di Indonesia tahun 2006–2008 dapat dilihat pada tabel 1.1. 
Tabel 1.1 Jumlah Koperasi Indonesia Menurut  Provinsi  
 
Provinsi 2006 2007 2008 
Nangro Aceh Darussalam 3.352 3.910 4.200 
Sumatra Utara 4.932 5.099 5.246 
Sumatra Barat 2.351 2.448 2.457 
Riau 2.779 2.725 2.975 
Kepulauan Riau 913 967 1.111 
jambi 2.045 2.074 2.142 
Sumatra Selatan 2.816 2.818 3.001 
Kepulauan Bangka Belitung 474 531 588 
Bengkulu 861 909 1.003 
Lampung 1.694 1.770 1.925 
DKI Jakarta 4.325 4.291 4.570 
Jawa Barat 14.211 15.464 15.619 
Banten 3.118 3.131 2.777 
Jawa Tengah 11.761 12.274 12.423 
DI Yogyakarta 1.379 1.414 1.468 
Jawa Timur 13.201 13.891 14.669 
Bali 2.579 2.985 3.212 
Nusa Tenggara Barat 2.201 2.347 2.500 
Nusa Tenggara Timur 1.094 1.308 1.487 
Kalimantan Barat 2.261 2.129 2.166 
Kalimantan Tengah 1.454 1.542 1.747 
Kalimantan Selatan 1.376 1.392 1.431 
Kalimantan Timur 2.613 2.691 2.849 
Sulawesi Utara 3.193 3.386 3.486 
Gorontalo 486 567 587 
Sulawesi Tengah 997 1.049 1.145 
Sulawesi Selatan 4.761 5.252 5.340 
Sulawesi Barat 446 367 415 
Sulawesi Tenggara 1.841 2.261 2.315 
Maluku 1.326 1.517 1.683 
Maluku Utara 657 754 817 
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Papua 944 1.120 1.087 
Papua Barat 503 616 575 
Indonesia 98.944 104.999 108.966 
Sumber : Statistical Pocketbook of Indonesia, 2009 
KPRI merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari pegawai negeri 
yang memiliki pendapatan tetap dan relatif rendah. KPRI didirikan dengan 
tujuan untuk meningkatkan taraf hidup pegawai negri. Selain untuk 
kesejahteraan pegawai negeri, KPRI didirikan untuk mensukseskan program 
pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UKM. KPRI juga dapat 
dijadikan sebagai suatu wadah bagi Pegawai Negeri yang ingin 
mengembangkan potensi kewirausahaan yang mereka miliki. Dengan adanya 
KPRI diharapkan dapat membantu pegawai negeri dalam meningkatkan taraf 
hidup pegawai negeri baik berupa kredit pinjaman modal, kredit konsumsi, 
tabungan dan sebagainya. 
Koperasi dalam melakukan usahanya menekankan pada efisiensi usaha 
dan manajemen koperasi yang secara tidak langsung tampak dari 
meningkatnya system manajemen dalam koperasi (Swasono, 1883). Demikian 
juga halnya denan KPRI. Di dalam KPRI diperlukan efisiensi agar tujuan dari 
KPRI dapat tercapai. Sebagai suatu badan usaha, KPRI harus senantiasa 
memperhatikan kebijakan penggunaan modal dalam perusahaan agar dapat 
meningkatkan efisiensi hasil operasi. Keberhasilan kebijakan penggunaan 
modal ini dapat dilihat dari rentabilitas perusahaan. Rentabilitas merupakan 




a. Menilai keberhasilan suatu perusahaan dalam operasinya. 
b. Menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan menurut jumlah 
modal yang ditanamkan. 
c. Alat pembanding pada berbagai alternatif investasi atau penanaman 
modal. 
Tingkat rentabilitas sangat penting bagi perusahaan, sebab rentabilitas 
mencerminkan kemampuan modal perusahaan untuk menghasilkan 
keuntungan. Semakin tinggi tingkat rentabilitas suatu perusahaan berarti 
semakin tinggi/naik pula tingkat efisiensi penggunaan modalnya. Di dalam 
koperasi, tingkat rentabilitas ditentukan oleh Sisa hasi Usaha yang diperoleh. 
Semakin tinggi SHU maka pendapatan yang akan diperoleh anggota semakin 
tinggi. Dengan demikian kesejahteraan anggota dapat tercapai. 
Efisiensi di dalam kelembagaan koperasi sangat diperlukan demi 
tercapainya tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggota koperasi, 
khususnya koperasi pegawai negeri dimana koperasi pegawai negeri 
merupakan koperasi yang tergolong solid dan banyak dijumpai di tiap-tiap 
instansi pemerintah. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang ada dapat kita tarik beberapa permasalahan 
dalam Koperasi Pegawai Negeri di Kabupaten Klaten. Adapun beberapa 
permasalahan yang dapat kita tarik antara lain : 
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1. Bagaimana tingkat efisiensi koperasi pegawai negeri yang ada di 
Kabupaten Klaten ? 
2. Apa yang menjadi sumber penyebab inefisiensi pada koperasi pegawai 
negeri dan bagaimana cara mengatasinya ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja koperasi pegawai negeri yang 
ada di Kabupaten Klaten. 
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber penyebab 
ketidakefisiensi pada koperasi pegawai negeri dan cara mengatasinya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi peneliti untuk mengetahui apakah variabel modal koperasi, biaya 
pengelolaan, jumlah pengelola sebagai variabel input dan jumlah SHU 
sebagai variabel output dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dari 
koperasi pegawai negeri yang ada Kabupaten Klaten.   
2. Memberikan solusi bagi koperasi pegawai negeri di Kabupaten Klaten 
yang belum efisien. 
3. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan 
penelitian serupa. 











A. Pengertian Koperasi 
1. Definisi Koperasi 
Istilah koperasi berasal dari bahasa inggris co-operation yang 
berarti usaha bersama. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang 
untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama, maka segala bentuk 
pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat 
disebut sebagai koperasi. Namun yang dimaksud dengan koperasi 
dalam hal ini bukanlah dalam arti sembarang bentuk kerjasama seperti 
itu. Yang dimaksud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk 
perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan aturan-aturan 
dan tujuan tertentu pula (Baswir, 1997). 
Dalam garis besarnya, koperasi pada umumnya dipahami 
sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela 
mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan 
ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang 
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dikelola secara demokratis. Dasar hukum keberadaan koperasi di 
Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 25 
Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 
1945 antara lain dikemukakan: “…perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan 
yang sesuai dengan itu ialah koperasi.” Sedangkan menurut Pasal 1 
UU No. 25 tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia 
adalah: “…badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas 
asas kekeluargaan.” 
 
2. Fungsi dan Peran Koperasi 
Secara umum koperasi mempunyai dua fungsi utama penting 
yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fungsi pertama adalah 
dalam bidang ekonomi, sedangkan fungsi kedua adalah dalam bidang 
sosial (Baswir, 1997). 
Fungsi dan peran koperasi dalam bidang ekonomi secara 
khusus adalah sebagai berikut: 
a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperilaku 
kemanusiaan. Dalam melakukan usahanya, koperasi tidak 
menjadikkan keuntungan sebagi motif utamanya. 
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b. Mengembangkan metode pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang 
lebih adil. Pembagian SHU di dalam koperasi tidak didasarkan atas 
besarnya modal. Tapi didasarkan atas perimbangan jasa dan 
partisipasi masing-masing anggota di dalam membentuk hasil 
usaha perusahaan. 
c. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal 
lainnya. Sebagai suatu bentuk usaha bersama, koperasi bukanlah 
perkumpulan modal yang semata-mata bermaksud mencari 
keuntungan sebesar-besarnya. Koperasi adalah perkumpulan orang. 
Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para 
anggotanya. 
d. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. 
Dengan menjadikan pelayanan sebagai motif utamanya, maka 
harga barang dan jasa yang ditawarkan koperasi lebih murah 
daripada perusahaan-perusahaan kapitalis. Dengan demikian, 
orang-orang dengan kemampuan ekonomi terbatas, tetap dapat 
memenuhi kebutuhannya dengan harga terjangkau. 
e. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Keuntungan yang 
diperoleh koperasi tidak dinikmati oleh orang seorang, melainkan 
dibagikan kembali kepada para anggotanya, sesuai dengan 
perimbangan jasa dan partisipasi masing-masing dalam 
membentuk hasil usaha koperasi. 
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f. Menyederhanakan dan mengefisienkan sistem tata niaga, yaitu 
dengan cara: 
1. Mengurangi mata rantai perdagangan yang tidak perlu. 
2. Melindungi konsumen dari iklan yang membingungkan. 
3. Menghilangkan praktek-praktek tata niaga yang tidak benar 
dan tidak jujur. 
g. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan 
perusahaan. Koperasi memberikan kesempatan kepada semua 
anggotanya untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dan 
mengikutsertakan setiap anggota dalam mengelola dan mengawasi 
kegiatan perusahaan. 
h. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara 
kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. Sebagai suatu organisasi 
ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, 
maka koperasi menghindari segala bentuk praktek penumpukan 
barang, yang ditujukan semata-mata untuk meraih keuntungan 
sebesar-besarnya. 
i. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara 
efektif, menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi, 
membiasakan hidup hemat, dan mengembangkan jiwa membangun 
kesejahteraan umat bersama. 
Fungsi koperasi dalam bidang sosial adalah sebagai berikut : 
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a. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat 
bekerjasama, baik dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka, 
maupun dalam membangun suatu tatanan sosial masyarakat yang 
lebih baik. 
b. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat 
berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi 
terwujudnya suatu tatanan sosial yang adil dan beradab. 
c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, 
yang tidak dibangun diatas hubungan-hubungan kebendaan, 
melainkan atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan. 
d. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat 
demokratis, yang menjamin dilindunginya hak dan kewajiban 
setiap orang. 
e. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram 
dan damai. 
Sebagaimana dikemukakan di dalam UU No. 25 tahun 1992 
pasal 4, fungsi dan peran koperasi Indonesia dalam garis besarnya 
adalah sebagai berikut : 
a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan 
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 
kehidupan manusia dan masyarakat. 
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c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko 
gurunya. 
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 
nasional yang merupakan usaha berdasar atas asas kekeluargaan 
dan demokrasi ekonomi. 
 
3. Asas Koperasi 
Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992, pasal 2, 
menetapkan asas koperasi adalah kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan 
undang-undang 1945 pasal 33 ayat 1. Semangat kekeluargaan ini 
merupakan pembeda utama antara koperasi dengan bentuk-bentuk 
perusahaan lainnya. Dengan diangkatnya semangat kekeluargaan 
sebagai asas koperasi, maka diharapkan dapat menumbuhkan 
kesadaran pada masing-masing orang yang terlibat dalam koperasi 
untuk senantiasa bekerjasama dengan anggota-anggota koperasi. 
 
4. Tujuan Koperasi 
Meskipun koperasi Indonesia adalah suatu organisasi yang 
bergerak di bidang ekonomi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di 
lapangan ekonomi, namun tujuan koperasi Indonesia yang terutama 
bukanlah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya ( Sagimun, 
1984). Perjuangan koperasi biasanya terjalin dalam suatu gerakan yang 
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bersifat nasional, maka tidak jarang keberadaan koperasi juga 
dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian 
tertentu. 
Di Indonesia, tujuan koperasi tercantum dalam UU No. 25 
Tahun 1992 pasal 3 yaitu: 
“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan 
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 
maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang 
Dasar 1945.” 
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 3 itu, dapat 
disaksikan bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya 
meliputi tiga hal sebagai berikut: 
a. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. 
b. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. 
c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional. 
Dengan ketiga tujuan tersebut mudah dimengerti bila koperasi 
mendapat kedudukan yang terhormat dalam perekonomian Indonesia.  
 
5. Prinsip Koperasi 
Prinsip-prinsip koperasi bermula dari aturan aturan umum 
pengelolaan koperasi yang dikembangkan oleh pelopor-pelopor 
koperasi di Rochdale, yang dikenal sebagai “Prinsip-prinsip 
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Rochdale”. Sejalan dengan perkembangan koperasi di berbagai negara, 
prinsip-prinsip Rochdale dijadikan contoh dan pedoman oleh hampir 
seluruh gerakan koperasi di dunia. Meskipun demikian, 
pengambilalihan prinsip-prinsip koperasi Rochdale tersebut tidak 
dilakukan sepenuhnya, melainkan disesuaikan dengan kondisi 
lingkungan serta budaya masyarakat setempat. 
Prinsip-prisip yang harus dipenuhi oleh setiap koperasi adalah : 
(Fauquet dalam Baswir,1997:50) 
a. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang 
berlandaskan kesukarelaan. Dengan adanya unsur kesukarelaan ini 
maka para anggota koperasi dapat memilih untuk mejadi anggota 
koperasi bila ia merasa bahwa koperasi itu dapat memperjuangkan 
kepentingannya. 
b. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara 
para anggota. Pengakuan mengenai persamaan hak anggota 
merupakan suatu prinsip yang sangat penting bagi koperasi. 
Melalui prinsip ini, koperasi mengukuhkan dirinya sebagai suatu 
lembaga ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. 
Penerapan prinsip ini antara lain dalam hal persamaan 
kepemilikan, persamaan hak suara, persamaan hak untuk menjadi 
pengurus, dan persamaan hak untuk mejadi pengawas. 
c. Adanya ketentuan peraturan tentang partisipasi anggota dalam 
ketatalaksanaan dan usaha koperasi. Koperasi dimiliki, dikelola, 
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dan diawasi oleh para anggotanya. Sebagai bukti kepemilikan, 
maka setiap anggota koperasi harus turut serta dalam menghimpun 
modal koperasi. Kebutuhan modal ini pada awalnya dipenuhi dari 
simpanan pokok para anggota. Selanjutnya para anggota dapat 
dibebankan simpanan-simpanan lain yang besar dan macamnya 
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu setiap 
anggota koperasi dapat ditunjukkan menjadi pengurus atau 
pengawas koperasi. 
d. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap 
hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa 
koperasi oleh para anggotanya. Berbeda dengan perusahaan 
perseroan, pembagian Sisa Hasil Usaha tidak didasarkan atas 
besarnya simpanan atau modal masing-masing anggota. Melainkan 
berdasarkan atas besarnya partisipasi masing-masing anggota 
dalam memanfaatkan jasa koperasi. 
Penyusunan prinsip-prinsip koperasi Indonesia tidak terlepas 
dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi secara internasional. 
Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia disesuaikan dengan 
kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di Negara ini. 
Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1, 
prinsip-prinsip koperasi adalah : 
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 
xxxiii 
 
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding 
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 
d. Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal. 
e. Kemandirian.  
 
 
6. Ciri-ciri Koperasi 
Ciri koperasi dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu dari segi 
pelakunya, tujuan usahanya, dan hubungan dengan negaranya (Baswir, 
1997). Dilihat dari segi pelakunya, koperasi adalah organisasi ekonomi 
yang beranggotakan orang-orang yang pada umumnya memiliki 
kemampuan ekonomi terbatas. Orang-orang yang mempunyai 
kemampuan ekonomi terbatas ini, secara sukarela bergabung dalam 
koperasi sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. 
Dengan latar belakang seperti itu, koperasi pada dasarnya adalah suatu 
bentuk perusahaan alternative yang didirikan oleh masyarakat ekonomi 
lemah, yang karena keterbatasan ekonomi tidak mampu melibatkan 
diri di dalam kerjasama ekonomi melalui bentuk-bentuk perusahaan 
selain koperasi. Walaupun demikian, koperasi juga didirikan sebagai 
media untuk menjalin kerjasama ekonomi oleh orang-orang yang 
memilki kemampuan ekonomi terbatas dengan pelaku ekonomi lain 
yang lebih kuat. Dengan alasan pendirian itu, maka koperasi memiliki 
kecenderungan yang kuat untuk menjadi bentuk perusahaan yang 
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tumbuh dan mengakar pada lapisan masyarakat bawah. Mereka 
biasanya terdiri dari para karyawan pabrik, petani kecil, pedagang 
kecil, nelayan dan kelompok-kelompok ekonomi lemah lainnya. 
Dilihat dari tujuan usahanya, koperasi berusaha 
memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi para anggotanya. Karena anggota koperasi secara 
keseluruhan terdiri dari warga kelompok masyarakat yang berbeda-
beda, maka tujuan usaha koperasi secara khusus akan ditentukan oleh 
permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh para anggotanya. Tujuan 
koperasi konsumsi misalnya adalah untuk menyediakan kebutuhan 
pokok para anggotanya. Para anggota koperasi ini secara sadar 
menyatukan diri di dalam koperasi agar mereka dapat memenuhi 
kebutuhan sehari-harinya itu dengan harga yang terjangkau. Pada 
koperasi pemasaran pertanian, tujuannya tentu lain lagi. Pengalaman 
para petani kecil yang selalu menjadi korban permainan para tengkulak 
pada saat musim panen tiba, misalnya dengan adanya pembelian secara 
ijon atau pembelian dengan cara borongan, adalah hal yang mendorong 
para petani itu untuk bergabung dalam koperasi. Tujuannya adalah 
agar mereka dapat menjual barang-barang yang dihasilkan dengan 
harga yang wajar. Dengan kata lain, pendirian koperasi pemasaran 
pertanian biasanya didorong oleh adanya keinginan untuk memperkuat 
kedudukan ekonomi para petani. Demikian halnya dengan koperasi 
simpan pinjam. Para pengrajin yang ingin mengembangkan usaha 
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memerlukan modal untuk melaksanakan rencananya itu. Modal ini 
pada mulanya mereka dapat dengan meminjam dari rentenir dengan 
bunga yang sangat tinggi. Setelah mereka merasakan betapa beratnya 
beban bunga yang harus mereka bayar, maka timbulah keinginan untuk 
menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk membentuk suatu 
lembaga yang diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan modal 
yang mereka hadapi. Pada tahap permulaan, manfaat koperasi simpan 
pinjam mungkin tidak seberapa besar. Akan tetapi setelah modal yang 
terkumpul berjumlah cukup banyak, koperasi simpan pinjam dapat 
memainkan peranan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan 
modal para anggotanya. 
Dilihat dari segi hubungannya dengan negara, peranan koperasi 
di dalam perekonomian suatu Negara akan sangat ditentukan oleh 
sistem perekonomian dan sistem politik yang dianut oleh Negara yang 
bersangkutan. Namun demikian, bila diperhatikan perhatikan 
perkembangan koperasi di banyak negara, keberadaan koperasi pada 
umumnya sangat besar manfaatnya bagi perkembangan perekonomian 
negara-negara tersebut. Hal itu dapat ditinjau dari segi historis maupun 
dari segi ekonomi. Dari segi historis, koperasi hampir selalu 
merupakan organisasi ekonomi yang mengakar pada masyarakat 
lapisan bawah. Sedangkan dari segi ekonomi, keberadaan koperasi 
sudah dapat dipastikan akan sangat membantu pemerintah di dalam 
usahanya mewujudkan perekonomian yang lebih adil. Oleh karena itu, 
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pada kebanyakan kasus, perkembangan koperasi biasanya sangat 
didukung oleh pemerintah. 
 
7. Penggolongan  Koperasi 
Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke 
dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan 
karakteristik-karakteristik yang tertentu pula. Dalam perkembangannya 
jenis koperasi yang berkembang cenderung bervariasi, hal ini sangat 
dipengarui oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin 
dicapai oleh masing-masing koperasi (Baswir, 1997). 
a. Berdasarkan bidang usahanya 
1. Koperasi konsumsi 
Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam 
bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan 
oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh 
koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan 
daerah kerja tempat koperasi tersebut didirikan. Koperasi 
konsumsi dalam lingkungan pegawai negeri, menjual barang-
barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan, sandang, dan 
barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Koperasi 
konsumsi dalam lingkungan daerah pertanian, disamping 
menjual barang-barang kebutuhan pokok, seringkali juga 
menjual bibit serta alat-alat pertanian. Sedangkan koperasi 
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konsumsi pada kalangan mahasiswa, biasanya 
mengkonsentrasikan usahanya pada penjualan alat-alat 
keperluan mahasiswa seperti alat-alat tulis, buku, serta alat-alat 
keperluan mahasiswa lainnya. 
 
 
2. Koperasi kredit 
Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah 
koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan 
dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali 
pada anggota-anggota yang memerlukan bantuan modal. 
Disamping bertujuan untuk mendidik anggotanya agar bersikap 
hemat serta gemar menabung, koperasi kredit biasanya juga 
bertujuan untuk membebaskan para anggotanya dari jeratan 
para rentenir. 
Dengan menabung serta memperoleh modal dari 
perusahaan yang mereka miliki sendiri, maka para anggota 
koperasi kredit tidak hanya akan menikmati hasil simpanan 
serta hasil usaha perusahaannya, tetapi mereka juga memilki 
peluang untuk memperoleh modal dengan biaya yang murah. 
3. Koperasi produksi 
Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatan 
utamanya melakukan pemrosesan bahan baku menjadi barang 
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jadi atau barang setengah jadi. Namun demikian, karena 
kegiatan memproduksi suatu barang biasanya terkait secara 
langsung dengan kegiatan memasarkan barang-barang itu, 
maka koperasi produksi biasanya juga bergerak dalam bidang 
pemasaran barang-barang yang diproduksinya. Tujuan utama 
koperasi produksi adalah untuk menyatukan kemampuan dan 
modal para anggotanya, guna menghasilkan barang-barang 
tertentu melalui suatu perusahaan yang mereka kelola dan 
miliki sendiri. 
Sebelum para anggota koperasi produksi bergabung 
membentuk suatu koperasi, masing-masing anggota kadang 
telah melakukan kegiatan produksi dan pemasaran secara 
individual sebagai pengusaha kecil. Mereka biasanya tidak 
hanya memiliki keterbatasan modal, tetapi mereka juga 
bersaing satu sama lain.  
Dengan bergabung membentuk koperasi produksi maka 
masing-masing pekerja atau produsen kecil itu dapat 
menyatukan kemampuannya, menekan biaya produksi dan 
pemasaran, serta menghilangkan persaingan yang merugikan. 
Selain itu, bila koperasi produksi dibentuk oleh para pekerja 
dengan bekerja pada perusahaan yang mereka miliki sendiri, 
mereka tidak hanya akan memiliki kebebasan untuk mengelola 
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perusahaanya, tapi juga dapat menikmati hasilnya sesuai 
dengan kemampuan mereka sendiri. 
4. Koperasi pemasaran 
Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk 
terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan 
barang-barang yang dihasilkan. Tujuan utama koperasi 
pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga, 
dan mengurangi sampai sekecil mungkin keterlibatan pedagang 
perantara di dalam memasarkan produk yang dihasilkan. 
Dengan membentuk koperasi pemasaran, maka para petani dan 
para produsen kecil akan dapat memasarkan prouknya secara 
langsung kepada para penyalur atau bahkan langsung kepada 
para konsumen. Dengan cara itu mereka akan memiliki peluang 
untuk menikmati laba usaha yang lebih besar serta menjual 
barangnya dengan harga yang sesuai. 
b. Berdasarkan profesi para anggota 
Berdasarkan profesi anggotanya, maka koperasi dapat 
dibedakan atas : 
1. Koperasi Karyawan (Kopkar) 
2. Koperasi Pegawai (KP) 
3. Koperasi Angkatan Darat (Kopad) 
4. Koperasi Mahasiswa (Kopma) 
5. Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) 
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6. Koperasi Veteran Republik Indonesia (Koveri) 
7. Koperasi Nelayan dan sebagainya. 
Dengan digolongkannya koperasi berdasarkan profesi 
anggotanya, maka secara tidak langsung terjadi pembatasan dalam 
penerimaan anggota koperasi. Walaupun keanggotaan koperasi 
profesi juga dikatakan bersifat terbuka, namun hal itu hanya 
berlaku bagi mereka yang memiliki latar belakang profesi yang 
sama. Orang-orang yang memiliki profesi yang berlainan dengan 
sendirinya tidak dapat diterima menjadi anggota koperasi itu. 
Karena orang-orang yang bertugas menyelenggarakan kegiatan 
operasi koperasi biasanya tidak memiliki latar belakang profesi 
yang sama dengan para anggota koperasi, maka dalam koperasi 
profesi, tidak dapat dihindari terjadinya pemilahan antara para 
pemilik modal yang terdiri dari para anggota koperasi dengan para 
karyawan koperasi. 
c. Berdasarkan daerah kerja 
Daerah kerja koperasi adalah luas sempitnya wilayah yang 
dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani 
kepentingan anggotanya atau dalam melayani masyarakat. Dengan 
demikian daerah kerja bisa diartikan sebagai wilayah menurut 
administrasi pemerintah atau bisa juga dalam arti daerah kerja 
koperasi. Berdasar daerah kerjanya ini, maka koperasi dapat 
digolongkan atas beberapa golongan sebagai berikut : 
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1. Koperasi primer 
Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan 
orang-orang, dan biasanya didirikan pada lingkup kesatuan 
wilayah terkecil tertentu, misalnya koperasi mahasiswa. 
Koperasi mahasiswa beranggotakan para mahasiswa yang 
berasal dari universitas tertentu. Daerah kerjanya terbatas pada 
lingkup kampus asal mahasiswa yang bersangkutan. Demikian 
halnya dengan Koperasi Unit Desa (KUD). Anggota KUD 
adalah orang-orang yang tercatat sebagai warga suatu 
kecamatan tertentu. Sedangkan daerah kerjanya terbatas dalam 
lingkup kecamatan yang bersangkutan. 
2. Koperasi pusat 
Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan 
koperasi-koperasi primer, yang biasanya didirikan sebagai 
pemusatan dari beberapa koperasi primer dalam lingkup suatu 
wilayah tertentu. Koperasi pusat mempunyai tujuan untuk 
memperkuat kedudukan ekonomi koperasi-koperasi yang 
bergabung di dalamnya. Koperasi pusat biasanya berkedudukan 
di ibu kota kabupaten atau kota madia. Contoh koperasi pusat 
adalah : Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud), Pusat Koperasi 
Angkatan Darat (Puskopad), Pusat Koperasi Karyawan 
(Puskopkar), dan Pusat Koperasi Pegawai (PKP).  
3. Koperasi gabungan 
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Koperasi gabungan hampir sama dengan koperasi pusat. 
Koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang, 
melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal 
dari suatu wilayah tetentu. Tujuan pembentukannya adalah 
untuk memperkuat kedudukan koperasi-koperasi yang 
bergabung di dalamnya, di dalam wilayah kerja yang lebih 
luas. Koperasi gabungan biasanya berkedudukan di ibu kota 
propinsi. Contoh koperasi gabungan adalah Gabungan 
Koperasi Batik Indonesia (GKBI). 
4. Koperasi induk 
Koperasi induk adalah koperasi yang beranggotakan 
koperasi-koperasi pusat atau gabungan, yang berkedudukan di 
ibu kota negara. Fungsi koperasi induk biasanya sebagai 
penyambung lidah koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya, 
dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga nasional yang 
terkait dengan pembinaan koperasi, koperasi sejenis di negara 
lain ataupun dengan asosiasi-asosiasi pengusaha pada tingkat 
nasional dan internasional. Contoh koperasi induk adalah: 
Induk Koperasi Pegawai (IKP), Induk Koperasi Karyawan 
(Inkopkar), dan Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo). 
 
8. Partisipasi Anggota 
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Partisipasi anggota adalah keterlibatan anggota di dalam 
organisasi dan perusahaan koperasi., baik kedudukannya sebagai 
pemilk maupun senagai pelanggan. Di dalam kedudukan anggota 
sebagai pemilik, maka anggota terikat oleh sejumlah kewajiban yang 
harus dipenuhi terhadap koperasi sedangkan di dalam kedudukannya 
sebagai pelanggan, anggota memiliki hak untuk dipromosikan oleh 
koperasi melalui pelayanan-pelayanan barang/jasa yang layak 
diselenggarakan oleh koperasi. Pelaksanaan kewajiban oleh anggota 
merupakan merupakan kontribusi anggota terhadap koperasi, 
sedangkan hak pelayanan yang diterima oleh anggota kepada koperasi 
merupakan insentif bagi dirinya. Sejauh anggota dianggap 
mempergunakan perhitungan ekonomi, maka anggota akan 
mempertimbangkan besarnya kontribusi terhadap koperasi dengan 
besarnya insentif yang akan diterimanya.  
a. Partisipasi anggota sebagai pemilik  
Sebagai pemilik, anggota menentukan gerak dan arah 
organisasi koperasi. Karena itu rapat anggota merupakan 
kekuasaan tertinggi dari koperasi. Setiap anggota di dalam 
kedudukannya yang sejajar dan sama derajat, ditunjukkan oleh 
ketetapan bahwa satu anggota satu suara tanpa mempertimbangkan 
besar kecilnya kontribusi modal dari masing-masing anggota. 
Partisipasi anggota sebagai pemilik lebih banyak dicerminkan dari 
keterlibatan anggota di dalam rapat anggota. Kualitas dari 
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keterlibatan anggota di dalam anggota sangat munkin berbeda-
beda. Semakin merata keterlibatan anggota di dalam rapat anggota 
semakin tinggi kualitas rapat anggotanya, mencerminkan pula 
semakin tingginya kualitas sumber daya manusianya. (Ariffin, 
2003) 
Hanel dalam Ariffin (2003) mengemukakan bahwa anggota 
sebagai pemilik koperasi memiliki kewajiban untuk : 
1. Merumuskan tujuan koperasi agar sesuai dengan yang 
diinginkan oleh anggota. 
2. Menetapkan program kerja koperasi sebagai wujud dari 
langkah-langkah yang harus ditempuh koperasi, sesuai dengan 
tujuan yang telah dirumuskan. 
3. Memodali dan membiayai koperasi agar program-progam yang 
telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh menejemen koperasi. 
4. Mengawasi jalannya koperasi agar selalu berada pada jalur 
normal, nilai, prinsip, program kerja dan keputusan-keputusan 
rapat anggota. 
b. Partisipasi anggota sebagai pelanggan 
Program-program pelayanan koperasi diselenggarakan 
untuk anggota. Program-program itu diputuskan oleh anggota, 
dibiayai dan domodali oleh anggota juga. Karena itu anggota harus 
menggunakan jasa-jasa pelayanan koperasi untuk kepentingan 
ekonominya. Anggota berhak memperoleh pelayanan dari koperasi 
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dan memperoleh dampak terhadap perbaikan kondisi ekonominya. 
Seandainya semua nggota atau sebagian anggota tidak 
menggunakan hak memanfaatkan pelayanan koperasi, maka untuk 
siapa pelayanan-pelayanan tersebut diselenggarakan, yang justru 
sebagai wujud pelaksanaan program kerja yang telah diputuskan 
oleh anggota di dalam rapat anggota. (Arrifin, 2003) 
 
c. Partisipasi financial anggota 
Partisispasi financial anggota koperasi berbentuk 
partisispasi modal dan membiayai organisasi koperasi. Partisispasi 
anggota di dalam membiayai organisasi koperasi, berbentuk 
pemberian margin harga kepada koperasi pada setiap saat anggota 
memanfaatkan pelayanan koperasi. 
Terhadap input yang dibeli dari koperasi, anggota 
membayar harga lebih sebesar margin harga yang diambil oleh 
koperasi. (Arrifin, 2003) 
 
9. Pola Manajemen Koperasi 
Manajemen didefinisikan antara lain sebagai usaha-usaha untuk 
mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas untuk mencapai 
tujuan sebaik-baiknya. Dalam hal koperasi, yang dimaksud sebagai 
sumber daya adalah faktor-faktor ekonomi yaitu modal, skill, tenaga 
kerja, sumber alam dan teknologi yang didayagunakan oleh kopersasi 
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di dalam upayanya mempromosikan anggota. Di dalam mengelola 
organisasi koperasi, maka manajemen koperasi dihadapkan kepada dua 
persoalan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dan membentuk 
system kerja koperasi yang berbeda dengan system kerja perusahaan 
kapitalistik. Kedua hal tersebut adalah bahwa pada satu sisi, koperasi 
merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan pada sisi lain 
terdapat subyek hukum lain yaitu anggota, yang memiliki posisi unik 
sebagai pemilik sekaligus pelanggan koperasi. 
Perusahaan kapitalistik dimodali dan dimiliki oleh investor 
dengan tujuan untuk meraih laba. Keputusan-keputusan berada di 
tangan investor dengan tujuan untuk meraih laba. Keputusan-
keputusan berada di tangan investor terbesar dan pelanggan adalah 
obyek yang dijadikan sasaran untuk pelaksanaan-pelaksanaan 
keputusan investor. Di dalam koperasi, sampai pada batas-batas yang 
telah diatur, maka pihak manajemen koperasi tidak dapat mengambil 
keputusan-keputusannya sendiri kecuali atas persetujuan rapat 
anggota. Anggota adalah pelanggan koperasi, dengan demikian 
perusahaaan koperasi adalah perusahaan yang dimiliki dan 
dikendalikan oleh pelanggan. 
Manajemen koperasi (sahari-hari disebut pengurus) adalah 
mandataris rapat anggota. Keputusan rapat anggota adalah norma yang 
dijadikan landasan pengambilan keputusan operasional manajemen 
koperasi. Posisi rapat anggota di dalam koperasi berbeda dengan posisi 
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rapat pemegang saham di dalam perseroan terbatas. Forum rapat 
pemegang saham adalah forum pemilik modal dominan, sedangkan 
forum rapat anggota koperasi adalah forum pelanggan yang juga 
pemilik koperasi. Tidak semua pemegang saham boleh mengikuti rapat 
pemegang saham, sedangkan semua anggota koperasi berhak 
berpartisipasi di dalam rapat anggota. 
Manajemen koperasi menyangkut tiga aspek utama yaitu 
pengelolaan organisasi dan kegiatan, anggota dan program kerja. Ke 
tiga komponen itu berinteraksi sebagai pencerminan dari pelaksanaan 
fungsi-fungsi manajemen. Program kerja mengandung perintah tugas 
kepada manajemen koperasi untuk dilaksanakan guna menghasilkan 
pelayanan-pelayanan kepada anggota. Digambarkan oleh David 
Korten dalam Ropke; 1985 (di dalam Ariffin, 2003) membentuk 
mekanisme system yang disebutnya sebagai Fit Model, sebagaimana 
dijelaskan mengikuti gambar 2.1. 
Program kerja berisi sejumlah rencana tindakan yang harus 
dijalankan oleh pengurus koperasi. Karena program kerja 
disetujui/disahkan oleh rapat anggota, maka merupakan penugasan dari 
anggota yang harus dijalankan oleh pengurus. Tugas-tugas tersebut 
akan mampu dilaksanakan oleh pengurus apabila pengurus memiliki 
kapasitas kerja yang sebanding dengan tuntutan tugasnya. Semakin 
rumit dan komplek materi tugas itu, semakin tinggi pula tuntutan 








Gambar 2.1. Mekanisme Pengelolaan Koperasi Yang Bermuara 
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Sumber : Ariffin, R.M. Ramudi,  2003 : 84 
 
Fit Model yang dikembangkan oleh David Korten tersebut bila 
dihubungkan dengan mekanisme kerja koperasi yang tidak terlepas 












membentuk suatu model partisipasi anggota dan membangun sisten 
dalam manajemen koperasi. Pertama, tujuan koperasi perlu 
dirumuskan di dalam batasan yang jelas, rasional dan dapat diukur, 
sehingga manajemen koperasi dapat menerjemahkan ke dalam konsep 
rencana yang jelas, rasional dan terukur pula. Anggota sebagai pemilik 
koperasi perlu dilibatkan ke dalam perumusan tujuan tersebut, agar 
tujuan program sesuai dengan apa yang diingikan oleh anggota. Bila 
calon anggota masuk ke dalam keanggotaan koperasi dimana tujuan 
koperasi sudah dibakukan, maka ia harus memahami apa yang 
terkandung di dalam tujuan koperasi tersebut sehingga keputusannya 
untuk menjadi anggota didasarkan pada pertimbangan yang tidak 
keliru. 
Kedua, program kerja koperasi merupakan penjabaran 
operasional untuk mencapai tujuan koperasi, harus diajukan, dibahas, 
dan disetujui oleh rapat anggota. Dengan demikian, anggota terlibat 
langsung di dalam menetapkan program-program kerja yang akan 
dilaksanakan oleh manajemen koperasi. Anggota harus yakin bahwa 
bila program itu dijalankan oleh koperasi, maka mereka akan 
menerima pelayana-pelayanan dari koperasi dan dari padanya akan 
diperoleh berbagai manfaat ekonomis yang sesuai dengan 
keinginannya. 
Ketiga, tugas-tugas yang harus dijalankan oleh manajemen 
koperasi dan diterjemahkan dari program kerja yang sudah disahkan 
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oleh rapat anggota itu didistribusikan kepada berbagai perangkat 
organisasi yang tersedia, dilaksanakan, dan dikendalikan agar tetap 
berada dalam koridor tujuan, norma, nilai dan prinsip-prinsip koperasi. 
Apabila pengurus merasa tidak/kurang kapabel di dalam menjalankan 
tugas, tugas tersebut, dapt digunakan tenaga-tenaga professional yang 
dikontrak dan digaji. Tetapi tanggung jawabnya terhadap rapat anggota 
tetap berada di tangan pengurus. Tugas-tugas tersebut datang dari 
anggota, merupakan wujud dari kehendak anggota, karena itu anggota 
harus mau menanggung konsekuensi untuk membiayai pelaksanaan 
dari tugas-tugas koperasi tersebut. Partusipasi anggota terhadap modal 
dan pembiayaan atas pelaksanaan  pogram kerja koperasi, menentukan 
berjalan atau tidaknya roda organisasi koperasi. Koperasi adalah badan 
usaha dan karena itu kegiatan-kegiatannya berada di dalam koridor 
kegiatam ekonomi dan berarti memerlukan sumber-sumber daya 
ekonomi terutama modal. Anggota sebagai pemilik koperasi harus 
memodali/membiayai koperasi agar koperasi mampu menjalankan 
tugas-tugasnya.(Ariffin, 2003) 
 
B. Teori Efisiensi 
Masalah efisiensi merupakan masalah yang perlu mendapatkan 
perhatian untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Efisiensi tidak 
terlepas dari prinsip dasar dalam ilmu ekonomi, yaitu dengan faktor 
produksi yang terbatas bagaimana dapat menghasilkan produk semaksimal 
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mungkin, atau untuk menghasilkan output tertentu bagaimana faktor 
produksi dapat ditekan seminimal mungkin. 
Menurut Vincent (dalam Saputri,2009:33) efisiensi adalah ukuran 
yang menunjukkan bagaimana baiknya sumber daya ekonomi dalam 
proses produksi untuk menghasilkan output. Sedangkan efektifitas 
merupakan karakteristik lain dari proses yang mengukur derajat 
pencapaian output dari system produksi. Efektifitas diukur berdasarkan 
rasio output actual terhadap output yang direncanakan.  
Menurut Endang Suhendar (dalam Suryani 2005) mengemukakan 
bahwa ada beberapa macam cara untuk mengukur/membandingkan 
tingkatan efisiensi antarperusahaan yaitu (1) efisiensi teknis, dua 
perusahaan mempunyai tingkatan efisiensi teknis yang berbeda jika pada 
tingkat penggunaan input yang sama, output yang dihasilkan berbeda. 
Efisiensi teknis mengukur keberhasilan suatu kegiatan ekonomi dalam 
memproduksi output maksimal dari kombinasi input tertentu, pada 
umumnya input yang dipergunakan dalam proses produksi bias 
digambarkan dengan mempergunakan kurva isoquant, fungsi produksi 
(production function), fungsi biaya (cost function), dan fungsi keuntungan 
(profit function); (2) efisiensi alokatif (efisiensi harga) dua perusahaan 
mempunyai kesanggupan yang berbeda dalam hal menyamakan nilai 
produk marginal (marginal value product) dari input peubah terhadap 
harga opportunitas sehingga gagal memaksimumkan harga. Efisiensi 
alokatif mengukur keberhasilan perusahaan dalam mengalokasikan input 
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dalam mencapai keuntungan maksimum; (3) efisiensi ekonomi, dua 
perusahaan mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda walaupun keduanya 
beroprasi pada kondisi pasar factor produksi atau pasar produk yang sama 
tapi mungkin masing-masing mendapat perlakuan harga yang berbeda, 
atau dapat dikatakan bahwa efisiensi ekonomi merupakan gabungan dari 
efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Fenomena ini secara grafis dapat 
dijelaskan melalui kurva isokuan (Isoquant curve, IQ).  
Gambar 2.2. Efisiensi Isoquant Per Unit  
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Sumber : Pusat Antar Universitas UGM, 2000 
 
Berdasarkan kurva isoquant diatas diasumsikan bahwa perusahaan 
hanya menggunakan dua input, yaitu X 1dan X 2 . kurva SS’ adalah tempat 
kedudukan titik-titik kombinasi penggunaan input terkecil untuk 
menghasilkan output. Kurva SS’ disebut efisiensi isoquant per unit. Jika 
titik P adalah sebuah perusahaan, maka OQ/OP menunjukkan indeks 
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efisiensi teknis untuk P. Indeks ini mencapai nilai 100% jika berimpit 
dengan Q. 
Kurva AA’ adalah kurva biaya relative minimum penggunaan input 
yang menyinggung SS’, di titik Q’. Titik Q’ berada pada posisi biaya 
minimum SS’ dan pada tingkat kombinasi penggunaan input terkecil, 
maka RQ menunjukkan ukuran penggunaan biaya yang tidak efisien. 
Indeks efisiensi biaya adalah OR/OQ. Jika titik P, Q’ dan R berimpit 
dengan titik Q, maka kondisi efisiensi ekonomi yang absolute dapat 
tercapai. Indeks efisiensi ekonomi merupakan OQ/OP x OR/OQ. 
Suatu perusahaan dikatakan lebih efisien bila memenuhi salah satu 
dari dua kriteria, yaitu kriteria pertama, suatu perusahaan akan dikatakan 
efisien jika perusahaan tersebut mampu meminimumkan biaya tanpa 
mengurangi output yang dihasilkan (minimisasi untuk jumlah keluaran 
yang sama). Kriteria kedua, perusahaan dikatakan efisien jika dengan 
biaya yang sama perusahaan terebut dapat menghasilkan output yang 
maksimum (maksimisasi produksi dengan biaya yang sama). 
Efisiensi perusahaan akan dicapai jika perusahaan tersebut dapat 
meminimumkan biaya produksi/operasional untuk menghasilkan output 
yang sama. Untuk dapat melihat efisiensi ini dapat digunakan kurva biaya. 
Perusahaan akan senantiasa berusaha untuk meminimumkan biaya, 
dengan demikian tingkat produksi yang dihasilkan harus 
menyesuaikannya. Jika diasumsikan bahwa perusahaan hanya 
menggunakan input tenaga kerja dan kapital saja, maka biaya total (Total 
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Cost, TC), TC = wL+ rK, dimana w adalah gaji (biaya tenaga kerja), L 
adalah banyaknya tenaga kerja, r adalah biaya capital (suku bunga) dan K 
adalah banyaknya capital. 
 





0 X     L 
Sumber : Pusat Antar Universitas UGM, 2000 
Pada titik E garis isokos bersinggungan dengan isoquant. Pada 
kondisi inilah perusahaan akan dibebani biaya yang minimum. Dengan 
demikian kombinasi input minimal ditunjukkan oleh MPL/MP = w/r atau 
MPL/w = MPK/r. Dengan kata lain untuk meminimumkan biaya produksi, 
maka produksi marjinal dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh 
produsen harus sama, jika tidak demikian maka realokasi input dapat 
memberikan biaya yang lebih murah. Misalnya, produksi marjinal per 
rupiah kapital lebih tinggi daripada produksi marjinal per rupiah tenaga 
kerja maka produsen dapat mengubah kombinasi input dengan menambah 
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penggunaan capital dan mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk 
memperoleh kombinasi yang terbaik. Kombinasi terbaik akan diperoleh 
apabila realokasi input tidak memungkinkan diperoleh biaya yang lebih 
rendah.  
Menurut Alfred Hanel (dalam Saputri,2009:34) efisiensi koperasi 
dibagi menjadi tiga jenis dilihat dari kemampuan koperasi dalam mencapai 
tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat 
pada umumnya, yaitu : 
1. Efisiensi pengelolaan usaha 
Efisiensi ini berhubungan dengan kegiatan operasional koperasi 
sebagai organisasi ekonomi dalam usaha mencapai tujuan yang ingin 
diwujudkan. Efisiensi operasional ini merupakan suatu ukuran yang 
digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan koperasi dalam 
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya terutama 
berkaitan dengan efisiensi ekonomis, kestabilan dalam bidang 
keuangan, maupun prestasi menejemen perusahaan koperasi dalam 
rangka memberikan pelayanan dan manfaat nyata dalam memperbaiki 
kehidupan ekonomi para anggotanya. 
2. Efisiensi yang berkaitan dengan pembangunan 
Efisiensi ini berhubungan erat dengan kontribusi koperasi dalam 
pembangunan baik berupa dampak langsung dari keberadaan koperasi 
terhadap lingkungan ekonomi dan sosial masyarakat yang menjadi 
anggota koperasi maupun masyarakat pada umumnya. 
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3. Efisiensi yang berorientasi pada anggota 
Efisiensi ini berkaitan dengan keberhasilan koperasi dalam usaha 
mempromosikan anggotanya. Efisiensi ini merupakan suatu tingkat 
dimana kepentingan dan tujuan para anggota berasosiasi dalam 
koperasi dapat tercapai melalui berbagai kegiatan dan jasa yang 
ditawarkan koperasi. Sehingga dalam hal ini kebutuhan ekonomi 
anggota dapat terpenuhi yang akhirnya para anggota dapat benar-
benar merasakan manfaat ekonomi dari koperasinya, baik manfaat 
ekonomi langsung maupun tak langsung. 
 
C. Pengukuran Efisiensi Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) 
Cara paling sederhana dalam mengukur efisiensi setiap UKE adalah 
dengan menghitung rasio antara output UKE tersebut dengan factor 
produksi yang digunakan. Hal ini tidak akan menjadi masalah jika UKE 
tersebut hanya memproduksi satu jenis output dan menggunakan satu 
macam factor produksi. Namun dalam prakteknya, setiap UKE 
menghasilkan berbagai macam produk dengan berbagai jenis factor 
produksi. 
Dalam kasus output dan factor produksi yang bervariasi, efisiensi 
UKE dapat dihitung denggan mentransformasikannya menjadi output dan 
factor produksi tunggal. Transformasi ini dapat dilakukan dengan 
menentukan pembobotan yang tepat. Penentuan pembobot yang tepat 
itulah yang menjadi inti masalah dalam pengukuran efisiensi.  
lvii 
 
Data Envelopment Analysis (DEA) dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut dengan jalam memberi kesempatan pada 
setiap UKE untuk menentukan pembobotannya masing-masing. Mereka 
juga menjamin bahwa pembobotan yang dipilih setiap UKE akan 
menghasilkan ukuran efisiensi yang terbaik bagi UKE yang bersangkutan. 
Hanya saja pembobotan tersebut dibatasi agar jumlahnya tidak melebihi 
nilai tertentu, misalnya 100 persen. Kinerja dapat diterjemahkan sebagai 
berikut : 
aitYangDipakJumlahInpu
silkanutYangDihaJumlahOutpjaRasioKiner   
Angka rasio kinerja diatas akan bervariasi anatar 0 (nol) sampai 
dengan 1 (satu). UKE yang efisien akan memiliki angka rasio 1 (satu) atau 
100 persen. Sedangkan angka rasio yang mendekati nol menunjukkaan 
efiisensi UKE yang semakin rendah. Ada dua criteria bagi sebuah UKE 
yang memiliki kinerja 10 persen. Pertama, apabila tidak ada unit lain atau 
kombinasi UKE yang menggunakan jumlah input yang sama. Kedua, 
jumlah output yang dihasilkan oleh UKE lain yang berkinerja 100 persen. 
Dengan demikian, peningkatan output UKE tersebut hanya dapat 
dilakukan denga jalan menambah penggunaan input. (Pusat Antar 
Universitas, 2000) 
 
D. Pengukuran Efisiensi Usaha Koperasi Pegawai Negeri 
Salah satu cara untuk mengukur efisiensi secara teknis adalah 
menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Menurut Wimboh dan 
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Kurnia (dalam Susila dan Isa, 2007), DEA merupakan ukuran efisiensi 
relative, baik antar organisasi yang berorientasi laba maupun tidak, yang 
mengukur inefisiensi unit-unit usaha yang dibandingkan dengan unit lain 
yang dianggap paling efisien dalam set data yang ada. Dalam analisis 
DEA, dimungkinkan beberapa unit mempunyai tingkat efisiensi 100% 
yang artinya bahwa unit tersebut merupakan unit yang terefisien dalam set 
data tertentu dan waktu tertentu. 
Pengukuran efisiensi dari sebuah produksi dapat dilihat dari rasio 
antara input dan output. Fungsi produksi yang digunakan mempunyai 1 
output dan 3 input. Output diukur dari besarnya SHU sedangkan input 
yang diukur adalah modal, biaya pengelolaan, dan jumlah pengelola. 
Dalam penelitian KPRI ini mengacu pada efisiensi koperasi yang 
berorientsi pada efisiensi pengelolaan usaha. Dalam pengukuran efisiensi 
koperasi pegawai negeri digunakan metode non parametric yaitu dengan 
DEA (Data Envelopment Analysis). Dengan menggunakan DEA, tingkat 
efisiensi KPRI dapat diukur dengan membandingkan antara KPRI yang 
satu dengan KPRI lainnya yang ada di kabupaten Klaten. 
1. Konsep Dasar DEA 
DEA merupakan prosedur yang dirancang secara khusus untuk 
megukur efisiensi relatif suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang 
menggunakan banyak input dan banyak output, dimana penggabungan 
input dan output tersebut tidak mungkin dilakukan. Efisiensi relative 
suatu UKE adalah efisiensi suatu UKE dibanding dengan UKE lain 
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dalam sampel (sekelompok UKE yang saling diperbandingkan) yang 
menggunakan jenis input dan output yang sama. 
Dalam DEA, efisiensi relative UKE didefinisikan sebagai rasio 
dari total output tertimbang dibagi total input tertimbangnya ( total 
weighted output/total weighted input ). Inti dari DEA adalah 
menentukan bobot ( weighted )atau timbangan untuk setiap input dan 
output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat : (1) tidak bernilai negative, 
dan (2) bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus 
dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi 
rasionya (total weighted output / total weighted input) dari rasio 
tersebut tidak boleh lebih dari 1 (total weighted output / total weighted 
input ≤ 1). 
DEA berasumsi bahwa setiap UKE akan memilih bobot yang 
memaksimumkan rasio efisiensinya ( maximize total weighted output/ 
total weighted input ). Karena setiap UKE menggunakan kombinasi 
input yang bebeda pula, maka setiap UKE akan memilih seperangkat 
bobot yang mencerminkan keragaman tersebut. Secara umum, UKE 
akan menetapkan bobot yang tinggi untuk input yang penggunaannya 
sedikit dan untuk output yang dapat diproduksi dengan banyak. Bobot 
tersebut bukan merupakan nilai ekonomis dari input dan outputnya, 
melainkan sebagai penentu umtuk memaksimumkan efisiensi dari 
suatu UKE. Sebagai gambaran jika suatu UKE merupakan perusahaan 
yang berorientasi pada keuntungan ( profit maximizing firm ), dan 
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setiap input dan outputnya memiliki biaya per unit serta harga jual per 
unit, maka perusahaan tersebut akan berusaha menggunakan sesedikit 
mungkin input yang biaya per unitnya termahal dan berusaha 
memproduksi sebanyak mungkin output yang harga jualnya tertinggi. 
DEA untuk suatu UKE diformulasikan sebagai program linier 
fraksional, yang solusinya dapat diperoleh jika model tersebut 
ditransformasikan ke dalam program linier dengan bobot dari input 
dan output UKE tersebut sebagai variable keputusan (decision 
variables). Metode simpleks dapat digunakan untuk menyelesaikan 
model yang sudah ditransformasikan ke dalam program linier. 
 
2. Aspek-Aspek Manajerial DEA 
a. DEA menghasilkan efisisensi untuk setiap UKE, relative terhadap 
UKE yang lain di dalam sampel. Angka efisiensi ini 
memungkinkan seorang analis untuk mengenali UKE yang paling 
membutuhkan perhatian dan merencanakan tindakan perbaikan 
bagi UKE yang tidak kurang efisien. 
b. Jika suatu UKE kurang efisien ( efisiensi <100%), DEA 
menunjukkan sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna 
(efficient reference set, efisiensi = 100%) dan seperangkat angka 
pengganda (multipliers) yang dapat digunakan oleh manajer untuk 
menyusun strategi perbaikan. Informasi tersebut memungkinkan 
seorang analis membuat UKE hipotesis yang menggunakan input 
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yang lebih sedikit dan menghasilkan output paling tidak sama atau 
lebih banyak dibanding UKE yang tidak efisien, sehingga UKE 
hipotesis tersebut akan memiliki efisiensi yang sempurna jika 
menggunakan bobot input dan bobot output dari UKE yang tidak  
efisien . Pendekatan tersebut memberi arah strategis bagi manajer 
untuk meningkatkan efisiensi suatu UKE yang tidak efisien melalui 
pengenalan terhadap input yang terlalu banyak digunakan serta 
output yang produksinya terlalu rendah. Sehingga seorang manajer 
tidak hanya mengetahui UKE yang tidak efisien, tetapi ia juga 
mengetahui seberapa besar tingkat input dan output harus 
disesuaikan agar dapat memilki efisiesnsi yang tinggi. 
c. DEA menyediakan matriks efisien silang. Efisiensi silang UKE A 
terhadap UKE B merupakan rasio dari output tertimbang dibagi 
input tertimbang yang dihitung dengan menggunakan tingkat input 
dan output UKE A dan bobot input dan output UKE B. Analisis 
efisiensi silang dapat membantu seorang manajer untuk mengenali 
UKE yang efisien tetapi menggunakan kombinasi input dan 
menghasilkan kombinasi output yang sangat berbeda dengan UKE 
yang lain.  
 
3. Keterbatasan DEA 
a. DEA mensyaratkan semua input dan output harus spesifik dan 
dapat diukur (demikian pula untuk analisis rasio dan regresi). 
lxii 
 
Kesalahan dalam memasukkan input dan output yang valid akan 
memberikan hasil yang bias. Kesalahan tersebut dapat 
mengaibatkan UKE yang pada kenyataannya tidak efisien menjadi 
Nampak efisien, ataupun sebaliknya.  
b. DEA berasumsi bahwa setiap input atau output identik dengan unit 
lain dalam tipe yang sama 
c. Dalam bentuk dasarnya DEA berasumsi adanya constant return to 
scale (CRTS). CRTS menyatakan bahwa perubahan proposional 
pada semua tingkat input akan menghasilkan perubahan 
proporsional yang sama pada tingkat output. Ini merupakan asumsi 
yang sangat penting, sebab asumsi ini memungkinkan semua UKE 
diukur dan dibandingkan terhadap unit isoquant, walaupun pada 
kenyataannya hal tersebut idak selalu (jarang) terjadi. 
d. Bobot input dan output yang dihasilkan oleh DEA tidak dapat 
ditafsirkan dalam nilai ekonomi, meskipun koefisien tersebut 
memiliki formulasi matematik yang sama. 
 
E. Penelitian Terdahulu 
Suryani (2005), mengadakan penelitian yang berjudul Analisis 
Efisiensi Usaha di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.  Penelitian ini 
bertujuan mengukur efisiensi usaha lembaga keuangan mikro syariah di 
setiap kantor cabang Alfa Dinar. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah variabel input yang terdiri dari jumlah pengelola, 
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modal, biaya operasional dan variabel output yang terdiri dari pembiayaan 
dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Untuk mengetahui efisiensi dari lembaga 
keuangan syariah, digunakan metode DEA. Dari hasil penelitian tersebut 
diperoleh bahwa dari kelima kantor cabang Alfa Dinar terdapat tiga kantor 
cabang yang belum mencapai efisiensi yaitu sebesar 70,12%, 85,66%, dan 
88,48%. Penyebab inefisiensi dari ketiga kantor cabang karena adanya 
pengalokasian input yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian 
output yang tidak sesuai dengan pemakaian input yang ada. 
Agustin Ira Saputri (2009), mengadakan penelitian tentang anaisis 
efisiensi Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) di 
Surakarta. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat efisiensi kinerja 
koperasi pegawai negeri yang ada di surakarta tahun 2007. Variabel input 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah modal koperasi, biaya 
operasional, dan jumlah pengelola. Outputnya adalah Volume usaha dan 
Sisa Hasil Usaha. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa belum semua 
KPRI sampel efisien. Dari sepuluh KPRI yang mewakili KPRI lain 
terdapat enam KPRI yang belum efisien yaitu : KPRI Guyub Rukun 
tingkat efisiensinya baru mencapai sebesar 98,48%. KPRI Setia tingkat 
efisiensinya baru mencapai sebesar 88%. KPRI Primkokar Perhutani 
tingkat Efisiensinya baru mencapai sebesar 89,15%. KPRI Gotong Royong 
tingkat efisiensinya baru mencapai 81,30%. KPRI Kosema tingkat 
efisiensinya baru mencapai 99,97%. Inefisiensi yang terjadi pada KPRI 
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sampel dalam penelitian bersumber pada input yang digunakan (modal, 
biaya operasional, jumlah karyawan) dan output yang dihasilkan (SHU). 
Danang Widjanarko (2007), mengadakan penelitian yang berjudul 
Analisis Efisiensi Perbankan Di Indonesia Pada Masa Krisis Ekonomi 
Tahun 1998 Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA).  
Penelitian ini bertujuan mengukur efisiensi masing-masing bank di 
Indonesia pada masa krisis 1998 serta mengetahui sumber-sumber yang 
menyebabkan inefisisensi pada masing-masing bank dan cara 
mengatasinya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
variabel input yang terdiri dari modal, Jumlah tenaga kerja, jumlah kantor 
bank, beban bunga dan variabel output yang terdiri dari kredit, dana pihak 
ketiga, dan total pendapatan. Untuk mengetahui efisiensi dari perbankan, 
digunakan metode DEA. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa 
dari keduapuluh  bank, terdapat empat belas bank belum mencapai 
efisiensi yaitu sebesar Bank Muamalat Ind sebesar 83,02%, Bank 
Agroniaga sebesar 72,24%, Bank NISP sebesar 62,94%, Bank Niaga 
sebesar 62,64%, Bank DBS Buana sebesar 61,50%, BRI sebesar 54,76%, 
BTPN sebesar 53,08%, BNI sebesar 51,36%, Bank Mitraniaga sebesar 
48,08%, BII sebesar 45,52%, Bank Multicor sebesar 40,20%, BTN sebesar 
36,90%, Bank Harda Iternas sebesar 28,88%, dan Bank Yudha Bakti 
sebesar 27,96%. Penyebab inefisiensi dari keempatbelas bank karena 
adanya pengalokasian input yang belum optimal dengan kata lain terdapat 




F. Kerangka Teoritis 
Dalam analisis ini menggunakan suatu model fungsi produksi yang 
bermula dari satu asumsi bahwa besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU ) dapat 
dijelaskan dengan baik oleh factor-faktor produksi yang digunakan. 
Modal, biaya pengelolaan, dan jumlah pengelola merupakan faktor-faktor 
produksi yang diduga berpengaruh besarnya SHU untuk mencapai 
efisiensi koperasi pegawai negeri.  
Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat seperti 









Hipotesa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Diduga bahwa KPRI di Kabupaten Klaten kurang efisien dengan target 







2. Diduga bahwa variabel input seperti modal, biaya pengelolaan, dan 
jumlah pengelola, serta variabel output Sisa Hasil Usaha merupakan 








A. Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Negeri yang 
ada di Kabupaten Klaten. Koperasi-Koperasi ini adalah koperasi yang masih 
aktif. Penelitian ini menganalisa tentang efisiensi dari koperasi. Penelitian ini 
bersifat kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Data terdiri dari 10 
perusahaan koperasi pegawai negeri yang ada di Kabupaten Klaten. 
 
B. Metode Pengambilan Data 
Metode yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple 
Random Sampling), jadi sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan 
strata (jenjang), hal ini dikarenakan karakteristik dari populasi yang homogen. 
Elemen populasi berpeluang sama untuk menjadi elemen sampel. 
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Pelaksanaan penentuan jumlah sampel bersifat proporsional, jadi 
jumlah sampel yang dipakai sudah ditentukan sebelumnya. Jumlah populasi 
dalam penelitian ini adalah sebesar 98 KPRI. KPRI yang di pakai adalah 
KPRI yang masih aktif. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 
adalah sebesar 10. Penentuan jumlah  sampel diperoleh dari 10% nilai 
populasi. (Sutiniingsih, 2002) 
 
  
C. Sumber Data 
Sumber data berupa jumlah modal, jumlah pengelola, biaya 
pengelolaan dan jumlah SHU yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 
dari Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten 
Klaten tahun 2008.  Sedangkan data pendukung berupa jumlah penduduk, 
PDRB dan jumlah populasi koperasi diperoleh dari Dinas Koperasi dan Badan 
Pusat Statistik Kabupaten (BPS) Kabupaten Klaten. 
 
D. Definisi Operasional Variabel 
1. Input 
a. Modal Koperasi 
Modal koperasi merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk 
membiayai kegiatan operasional pegawai negeri. Modal terdiri dari 




b. Jumlah Pengelola 
Jumlah pengelola adalah jumlah tenaga kerja yang mengelola usaha 
koperasi. Pengelola koperasi terdiri dari pengurus dan karyawan dari 
luar anggota. Dinyatakan dalam satuan orang. 
c. Biaya Operasional (Pengelolaan) 
Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 
membiayai kegiatan operasional koperasi pegawai negeri. Dinyatakan 
dalam satuan rupiah. 
 
2. Output 
a. Sisa Hasil Usaha 
Sisa Hasil Usaha merupakan laba yang dihasilkan dari produksi 
koperasi. SHU merupakan selisih antara seluruh pemasukan atau 
penerimaan koperasi secara total dengan seluruh biaya, penyusutan, 
dan kewajiban lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan. 
3. Efisiensi 
a. Efisiensi adalah rasio antara output dengan input. Rasio ini 
menunjukkan bagaimana baiknya sumber daya ekonomi dalam proses 
produksi untuk menghasilkan output.  
 
E. Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan yaitu metode Data Envelopment 
Analysis (DEA). Metode DEA adalah sebuah teknik pemrograman matematis 
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yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relative dari sebuah kumpulan 
unit-unit pembuat keputusan (decision making unit/DMU) dalam mengelola 
sumber-sumber daya (input) dengan jenis yang sama menjadi hasil (output) 
dengan jenis yang sama pula, dimana hubungan fungsi dari input ke output 
tidak diketahui. 
Metode ini digunakan untuk mengukur efisiensi relative dari suatu unit 
kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan banyak input dan banyak output 
dimana penggabungan input dan output tersebut tidak mungkin dilakukan. 
Input dan output yang digunakan dalam penelitian ini dapat memiliki satuan 
pengukuran yang berbeda. 
Metode ini sesuai untuk mengukur efisiensi relative dari koperasi 
mengingat operasional koperasi melibatkan banyak input dan menghasilkan 
output. DEA membandingkan output dan input dari unit yang diobservasi 
terhadap unit dari suatu organisasi, yang selanjutnya dapat menentukan unit 
yang relative efisien sebagai best practice yang menjadi acuan bagi unit yang 
belum efisien. Metode ini sesuai untuk menganalisis efisiensi koperasi. 
DEA menghitung efisiensi teknis untuk seluruh unit. Skor efisiensi 
untuk setiap unit adalah relatif, tergantung pada tingkat efisiensi dari unit-unit 
lainnya dari sampel. 
Langkah kerja : 
1. Analisis unit-unit yang akan dikendalikan, uang meliputi penentuan 
sumber daya (input) yang dimanfaatkan serta outputnya. 
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2. Menghitung model matematis DEA. 
Efisiensi relative suatu UKE didefinisikan sebagai rasio antara total 
output tertimbang dengan total input tertimbang (total weighted output/total 
weighted input). Inti dari analisis DEA adalah menentukan bobot atau 
timbangan untuk setiap output dan input suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). 
Bobot tersebut memilki sifat: 
1. Tidak bernilai negative 
2. Bersifat universal 
Artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan 
seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasio (total weighted 
output/total weighted input) dan nilainya lebih kecil sama dengan satu. 
Asumsi yang digunakan yaitu bahwa setiap UKE akan memilih bobot yang 
memaksimumkan rasio efisiensi relative. Setiap UKE akan menggunakan 
kombinasi input yang berbeda untuk menghasilkan output yang berbeda pula. 
Oleh karena itu setiap UKE akan memiliki seperangkat bobot yang 
mencerminkan keragaman tersebut. Pada umumnya UKE akan menetapkan 
bobot yang lebih tinggi untuk input yang penggunaannya sedikit dan untuk 
output yang dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Bobot tersebut sebagai 
penentu untuk memaksimumkan efisiensi suatu UKE. 
DEA sebagai semua UKE dapat diformulasikan sebagai program linier 
fraksional yang dapat diselesaikan jika model tersebut ditransformasikan ke 





Misal terdapat sebuah n UKE yang akan dibandingkan efisiensinya, 
dimana setiap UK menggunakan sejumlah n jenis input untuk menghasilkan s 
jenis output. Misal, X ij  > 0 merupakan jumlah input r yang digunakan oleh 
UKE; dan misalkan Y rj > 0 merupakan jumlah output r yang dihasilkan oleh 
UKE  j  output r. Variable keputusan dari kasus tersebut bobot yang harus 
diberikan pada setiap input dan output oleh UKE k. 
Misal : 
V ik  = bobot yang diberikan pada input i oleh UKE k 
U rk = bobot yang diberikan pada output r oleh UKE k. 
Sehingga V ik dan U rk  merupakan variable keputusan yang nilainya 
akan ditentukan melalui interaksi program linier. 
Selanjutnya diformulasikan sejumlah n program fraksional, suatu 
formulasi program linier untuk setiap UKE di dalam sampel. Fungsi tujuan 
dari setiap program linier fraksional tersebut adalah rasio dari output 
tertimbang (total weighted output dari UKE k dibagi dengan input tertimbang 






















Kriteria universalitas mensyaratkan DMU k untuk memilih bobot 
dengan batasan/kendala bahwa tidak ada UKE lain yang akan memiliki 
efisiensi lebih besar dari 1 atau 100% jika UKE lain tersebut menggunakan 
bobot yang dipilih oleh UKE k. 




















Bobot yang dinilai untuk tidak bernilai negative : 
U rk  > 0 ; r = 1,……,s 
V ik > 0 ; r = 1,…….,m 
Program linier fraksional kemudian ditransformasikan ke dalam 
program linier biasa dan metode simpleks dapat digunakan untuk 
menyelesaikannya. Transformasi program linier yang disebut dengan DEA 
adalah sebagai berikut 































U rk  = 0 ; r = 1,…,S 
V rk  = 0 ; I = 1,…,m 
3. Mengevaluasi nilai SQ efisiensi sumberdaya serta bench mark untuk 












A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 
1. Letak Geografis 
Kabupaten Klaten terletak secara geografis antara 7 32’19” 
sampai 7 48’33” dan antara 110 26’14” sampai 110 47’51”. Wilayah 
Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa kabupaten: 
Sebelah utara  : Kabupaten Boyolali 
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Sebelah timur  : Kabupaten Sukoharjo 
Sebelah selatan     : Kabupaten Gunung Kidul (DI  Yogyakarta) 
Sebelah barat  : Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta) 
Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan 
langsung dengan Kota Surakarta, yang merupakan salah satu pusat 
perdagangan dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai 
kota pelajar dan kota wisata. Sehingga dilihat dari letaknya tersebut, 
secara perekonomian kabupaten cukup maju karena mendapat imbas 
dari kemajuan dari kedua kota tersebut. 
Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga daratan, yaitu : 
a. Daratan Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara 
meliputi sebagaian kecil sebelah utara wilayah kecamatan 
Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung. 
b. Daratan Rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah 
kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah 
merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur. 
c. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi 
sebagian kecil sebelah selatan kecamatan Bayat dan Cawas. 
Dengan kondisi geografis yang terdiri dari daratan rendah, 
maka perekonomian Kabupaten Klaten lebih didominasi dari sector 
pertanian, hal ini juga didukung dengan letaknya yang berdekatan 





Ketinggian daerah : 
a. Sekitar 3,72% terletak diantara ketinggian 0-100 meter diatas 
permukaan laut. 
b. Terbanyak 83,52% terletak diantara ketinggian 100-500 meter 
diatas permukaan laut. 
c. Sisanya 12,76% terletak diantara ketinggian 500-2500 meter diatas 
permukaan laut.  
Daerah Kabupaten Klaten terbentang diantara Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan Kota Surakarta yang dilewati jalan raya Jogja-Solo 
mempunyai peranan sangat penting dalam memperlancar segala 
kegiatan ekonomi. 
Disamping daerah mediterania antara Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan Kota Surakarta, masih terdapat pula beberapa obyek 
wisata antara lain: 
a. Candi  : Candi Bubrah, Candi Sewu, Candi Plaosan dan                        
Candi Merak. 
b. Makam  : Makam Sunan Bayat (Ki Ageng Pandanaran), 
Makam Pujangga R. Ngabei Ronggo Warsito dan Makam Ki 
Ageng Perwito. 
c. Lainnya : Rowo Jombor, Deles Indah, Musium Gula dan 
Monumen Juang 1945 serta Pemancingan Janti. 
Di Jatinom, upacara tradisional Sebaran Apem Yaqowiyu 
diadakan setiap bulan Sapar. Di Palar, Trucuk, Klaten bersemayam 
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pujangga dari Kraton Solo bernama Ronggo Warsito. Keindahan alam 
dapat dinikmati di daerah Deles, sebuah tempat sejuk di lereng 
Gunung Merapi. Rowo Jombor tempat favorit untuk melihat waduk. 
Terdapat juga Museum Gula, di Gondang Winangun yang terletak 
sepanjang jalan Klaten - Yogyakarta. 
Di Kecamatan Tulung sebelah timur terdapat serangkaian 
tempat bermunculannya mata air pegunungan yang mengalir sepanjang 
tahun, dan dijadikan obyek wisata. Wisata yang bisa dinikmati di sana 
adalah wisata memancing dan pemandian air segar. Banyak tempat 
pemandian yang bisa dikunjungi baik yang berbayar maupun tidak 
berbayar, seperti Umbul Nilo (gratis), Umbul Penganten (gratis), 
Umbul Ponggok (berbayar), Umbul Cokro (berbayar) dan umbul 
lainnya. Namun kalau untuk wisata memancing semua harus berbayar 
karena dikelola oleh usaha warga. Letak pemancingan yang terkenal 
adalah di desa Janti. Sambil memancing pengunjung dapat juga 
menikmati masakan ikan nila, lele, atau mas goreng berbumbu sambel 
khas dengan harga sangat terjangkau. Tiap hari libur perkampungan ini 
sering mengalami kemacetan karena membludaknya pengunjung dari 
kota Solo, Semarang dan Yogya. 
Di Kecamatan Bayat, Klaten, tepatnya di kelurahan Paseban, 
Bayat, Klaten terdapat Makam Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran 
atau Sunan Tembayat yang memiliki desain arsitektur gerbang gapura 
Majapahit. Makam ini menjadi salah satu tempat wisata ziarah Para 
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Wali. Pengunjung dapat memarkir kendaraan di areal parkir serta 
halaman Kelurahan yang cukup luas. Setelah mendaki sekitar 200 anak 
tangga, akan ditemui pelataran dan Masjid. Pemandangan dari 
pelataran akan nampak sangat indah di pagi hari. 
Pariwisata Klaten maju dengan adanya tempat-tempat wisata 
yang memang dikelola dengan baik, hal ini berimbas pada terciptanya 





2. Keadaan Penduduk Kabupaten Klaten 
a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten pada tahun 2008 adalah 
1.300.494 jiwa terdiri dari 635.523 laki-laki dan 664.966 
perempuan. Jumlah penduduk tahun 2007 adalah 1.296.987 dengan 
jumlah laki-laki 633.552 dan jumlah perempuan 663.435. Ini 
berarti dalam satu tahun terakhir, penduduk Klaten mengalami 
kenaikan sebesar 3.507 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2008 
dibandingkan dengan jumlah penduduk lima tahun sebelumnya 
pada tahun 2003 hasil sensus sebesar 1.277.297, berarti dalam lima 
tahun terakhir Kabupaten Klaten mengalami kenaikan sebesar 
23.197 jiwa. Ini berarti pertumbuhan penduduk Kabupaten Klaten 
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dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup wajar, 
tanpa adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan 
penduduk ini diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. 
Secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten merata 
untuk semua kecamatan, kecuali Kecamatan Kemalang yang paling 
rendah kepadatannya sebesar 671 jiwa per km 2  hal ini dikarenakan 
letak Kecamatan Kemalang yang tidak begitu subur dan 




Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis 
Kelamin Tahun 2003-2008 
 
Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah Total 
2003 622.443 654.854 1.277.297 
2004 625.173 656.613 1.281.786 
2005 627.751 658.307 1.286.058 
2006 631.231 662.011 1.296.242 
2007 633.552 663.435 1.296.987 
2008 635.523 664.966 1.300.494 
Sumber : BPS Kabupaten Klaten 
 
3. Keadaan Ekonomi Kabupaten Klaten 
a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dapat dilihat dari 
perhitungan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 
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(PDRB) atas dasar harga konstan 2000 yang ditunjukkan pada 
tabel 4.2. 
Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Agregat Tahun 2000-2008 
 
Tahun 









2000 2.656.913,59 - 2.656.913,59 - 
2001 3.040.848,95 14,45 2.755.295,68 3,70 
2002 3.472.177,09 14,18 2.848.384,33 3,38 
2003 3.856.046,44 11,06 2.974.265,23 4,42 
2004 4.279.722,86 10,99 3.107.333,54 4,47 
2005 5.078.862,92 18,67 3.238.691,91 4,23 
2006 5.805.021,37 14,30 3.290.470,00 1,60 
2007 6.444.304,16 11,01 3.392.004,66 3,09 
2008 7.380.450,42 14,53 3.516.704,93 3,68 
Sumber : BPS Klaten (Klaten Dalam Angka, 2000-2008)  
PDRB per kapita Kabupaten Klaten menurut harga berlaku tahun 
2008 sebesar Rp. 7.380.450,42 naik sebesar 14,53% bila 
dibandingkan terhadap tahun 2007. Sedang jika dilihat atas dasar 
harga konstan 2008 sebesar Rp. 3.516.704,93 naik sebesar 3,68% 
bila dibandingkan terhadap tahun 2007. Kenaikan  PDRB pada 
harga konstan ini cenderung stabil, apabila dibandingkan dengan 
tahun 2006 dan 2007 yang 1,60% dan 3,09%. 
Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Agregat  Menurut 
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 
2007-2008 (Jutaaan Rupiah) 
 
Rincian 2007 2008 
1. Pertanian 1.690.579,17 1.867.205,46 
1.1. Tanaman Bahan Makanan 1.242.473,47 1.336.729,68 
1.2. Perkebunan 76.981,09 85.980,02 
1.3. Peternakan 296.912,36 360.363,49 
1.4. Kehutanan 54.835,67 61.858,02 
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1.5. Perikanan 19.376,58 22.274,25 
2. Penggalian 136.787,69 156.165,19 
3. Industri Pengolahan 1.707.881,21 1.947.550,47 
4. Listrik dan Air Minum 93.102,46 103.790,07 
5. Bangunan/Konstruksi 796.391,24 871.788,49 
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 2.153.777,32 2.433.212,80 
7. Angkutan dan Komunikasi 264.239,03 296.316,89 
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 313.339,87 359.618,52 
9. Jasa-Jasa 1.193.1155,37 1.455.953,60 
PDRB 8.349.253,36 9.491.601,49 
Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa) 1.296.602 1.298.716 
PDRB Per Kapita (Rupiah) 6.444.304,16 7.308.450,42 
Sumber : BPS Klaten (Klaten Dalam Angka, 2007-2008)  
PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Klaten 
Tahun 2008 adalah sebesar 9.491.601,49, naik sebesar  1.142.348 
dibanding tahun 2007 dengan kontribusi terbesar di sektor industri 
pengolahan dan pertanian. Ini dikerenakan industry pengolahan di 
Kabupten Klaten memang cukup maju. Sektor pertanian di 
Kabupaten Klaten cukup maju dikarenakan sebagian besar lahan di 
Kabupaten Klaten memang berupa dataran rendah dan dengan 
tanah yang subur karena cukup dekatan dengan gunung merapi, 
sehingga sangat berpotensi untuk bidang pertanian.    
 
4. Kondisi Koperasi Di Kabupaten Klaten 
Kondisi koperasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2008 
mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah ini 
terdiri dari berbagai macam koperasi, antara koperasi serba usaha, 
koperasi pedagang kecil, koperasi simpan pinjam, KUD, KPRI dan 
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lain-lain.  Dari data dapat dilihat bahwa pada tahun 2008, jumlah 
koperasi sebesar 710 sedangkan tahun 2007 berjumlah 665, ini berarti 
dalam waktu satu tahun jumlah koperasi mengalami peningkatan 
sebesar 45 buah. Dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai 2008 
peningkatan jumlah koperasi sebesar 176 buah, karena pada tahun 
2004 jumlah koperasi di Kabupaten Klaten adalah sebesar 534 
koperasi. Sehingga secara otomatis, peningkatan ini juga terjadi pada 
jumlah pegurus koperasi, jumlah anggota koperasi, jumlah pengawas, 
dan jumlah SHU. Peningkatan jumlah SHU pada tahun ke tahun pada 
umumnya cukup stabil, tetapi pada tahun 2008, peningkatan jumlah 
SHU cukup besar dari tahun 2007, yaitu sebesar Rp 1.775.285.400,00. 
Tabel 4.4. Kondisi Koperasi Tahun 2004-2008 
 






Pengawas Jumlah SHU 
2004 534 1073 68867 320 2.728.439.729 
2005 556 1113 71072 334 2.815.799.561 
2006 605 1212 78024 363 3.091.230.653 
2007 665 1336 85673 399 3.394.276.168 
2008 719 2159 92727 431 5.169.561.568 
Sumber : Dinas Koperasi Kabupaten Klaten 
 
B. Analisis Data Dengan Metode DEA 
1. Deskripsi Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang diperoleh dari laporan keuangan sepuluh koperasi pegawai negeri 
tahun 2008. Dimana pengambilan sampel dilakukan secara acak. Data-
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data yang diambil berdasarkan variable yang akan digunakan dalam 
pengukuran antara lain : 
a. Variable input : 
1) Modal Koperasi 
2) Biaya Operasional 
3) Jumlah Pengelola 
b. Variable output : 
1) Sisa Hasil Usaha 
Data-data yang akan digunakan dalam menganalisis efisiensi 
usaha KPRI tersaji dalam tabel 4.5. 
Tabel 4.5. Jumlah Modal, Biaya Pengelolaan, Jumlah Pengelola, 












Vorstenlanden 2,484,930,628 612,603,608 8 17,189,195 
Padma Wijaya 1,036,476,250 285,161,669 5 11,881,376 
Bhakti P3 
MDKKS 729,167,717 178,036,000 5 21,108,910 
Ngesti Rahayu 518,205,828 32,284,375 3 14,070,066 
Tulus Bhakti 375,785,882 85,045,000 5 3,455,000 
Bina Sejahtera 276,522,203 82,698,950 3 6,000,000 
Beres 109,080,727 59,892,000 5 5,912,650 
SMP N 1 
Karanganom 91,071,041 49,044,933 7 1,991,067 
Adil Sejahtera 86,800,000 7,433,800 3 1,994,500 
Maratani 38,349,425 24,296,500 3 440,725 
Sumber : PKPRI Kabupaten Klaten (Laporan RAT 2008) 
2. Hasil Analisis Data 
Hasil analisis data dengan menggunakan model DEA yang 
diproses dengan menggunakan software WDEA maka diperoleh 
tingkat efisiensi dari kesepuluh (10) KPRI seperti pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Hasil Efisiensi KPRI Klaten Tahun 2008 
 
No Nama Koperasi Efisiensi 
1 VORSTENLANDEN 45,81% 
2 PADMA WIJAYA 50,67% 
3 BHAKTI P3MDKKS 100% 
4 NGESTI RAHAYU 100% 
5 TULUS BHAKTI 28,12% 
6 BINA SEJAHTERA 68,80% 
7 BERES 100% 
8 SMP N 1 KARANGANOM 40,77% 
9 ADIL SEJAHTERA 80,77% 
10 MARATANI 21,20% 
Sumber : Hasil olahan DEA (pada lampiran) 
Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat tujuh (7) KPRI yang 
belum efisien. KPRI-KPRI yang belum efisien antara lain : KPRI 
Vorstenlanden: 45,81, KPRI Padma Wijaya sebesar 50,67%, KPRI 
Tulus Bhakti: 28,12%, KPRI Bina Sejahtera : 68,80%, KPRI SMP N 1 
Karanganom sebesar 40,77%, KPRI Adil Sejahtera sebesar 80,77 dan 
KPRI Maratani sebesar 21,20%. Setelah DEA menunjukkan tingkat 
efisiensi untuk masing-masing KPRI dengan memberi angka 1 atau 
100% untuk koperasi yang sudah efisien dan kurang dari 1 atau 100% 
untuk koperasi yang belum efisien. Karena terdapat tujuh koperasi 
yang belum efisien, maka perlu dilakukan kebijakan apa saja yang 
perlu diambil agar KPRI menjadi efisien. Disini DEA akan 
memberikan solusi bagi koperasi yang belum efisien. 
Tabel 4.7. Peers Bagi Koperasi Yang Tidak Efisien 
 
Nama Koperasi Peers 1 Peers 2 Peers 3 
Vorstenlanden 1,222 (NGR) - - 
Padma Wijaya 0,844(NGR) - - 
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Bhakti P3 MDKKS - - - 
Ngesti Rahayu - - - 
Tulus Bhakti 0,062(BPM) 0,080(NGR) 0,171(BRS) 
Bina Sejahtera 0,234(BPM) 0,179(BRS) - 
Beres - - - 
SMP N 1 Karanganom 0,002(NGR) 0,333(BRS) - 
Adil Sejahtera 0,129(NGR) 0,031(BRS) - 
Maratani 0,075(BRS) -  
Sumber : Hasil olahan DEA 
Keterangan : NGR = Ngesti Rahayu 
BPM = Bhakti P3 MDKKS 
BRS = Beres 
 
 












Vorstenlanden 25,5 6,4 45,8 100 
Padma Wijaya 42,2 9,6 50,7 100 
Bhakti P3 MDKKS 100 100 100 100 
Ngesti Rahayu 100 100 100 100 
Tulus Bhakti 28,1 28,1 28,1 100 
Bina Sejahtera 68,8 63,4 68,8 100 
Beres 100 100 100 100 
SMP N 1 
Karanganom 40,8 40,8 23,9 100 
Adil Sejahtera 80,8 80,8 18 100 
Maratani 21,2 18,4 12,4 100 
Rata-Rata 60,74 54,75 54,77 100 
Sumber : Hasil olah data 
Keterangan : MDL  = Modal 
BP   = Biaya Pengelolaan 
JP   = Jumlah Pengelola 
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SHU  = Sisa Hasil Usaha  
Berdasarkan tabel 4.8  diatas dapat diketahui bahwa rata-rata 
efisiensi terendah terletak pada input yaitu biaya pengelolaan sebesar 
54,75% dan jumlah pengelola sebesar 54,77%. Hal ini dikarenakan 
biaya pengelolaan yang dikeluarkan tidak sebanding dengan jumlah 
SHU yang didapat oleh koperasi atau terjadi pemborosan dan 
penggunaan jumlah pengelola yang perlu dikurangi. Modal 
efisiensinya baru mencapai 60,74%, hal ini juga berarti bahwa modal 
yang didapat koperasi tidak digunakan secara baik. Sedangkan 
Efisiensi terbesar terletak pada SHU yaitu sebesar 100%. 












Vorstenlanden 74,5 93,6 54,2 0 
Padma Wijaya 57,8 90,4 49,3 0 
Bhakti P3 MDKKS 0 0 0 0 
Ngesti Rahayu 0 0 0 0 
Tulus Bhakti 71,9 71,9 71,9 0 
Bina Sejahtera 31,2 36,6 31,2 0 
Beres 0 0 0 0 
SMP N 1 
Karanganom 59,2 59,2 76,1 0 
Adil Sejahtera 19,2 19,2 82 0 
Maratani 78,8 81,6 87,6 0 
Rata-Rata 39,26 45,25 45,23 0 
Sumber : Hasil olah data 
Keterangan : MDL  = Modal 
BP   = Biaya Pengelolaan 
JP   = Jumlah Pengelola 
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SHU  = Sisa Hasil Usaha  
Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata 
inefisiensi tertinggi terletak pada input yaitu biaya pengelolaan sebesar 
45,25% dan jumlah pengelola sebesar 45,23%. Inefisiensi ini terjadi 
karena biaya pengelolaan yang dikeluarkan terlalu besar jika dibanding 
dengan jumlah SHU yang didapat oleh koperasi atau terjadi 
pemborosan dan penggunaan jumlah pengelola yang perlu dikurangi. 
Inefisiensi pada modal juga mencapai 39,26% hal ini juga berarti 
bahwa modal yang didapat koperasi tidak digunakan secara baik.  
 
a. KPRI Vorstenlanden 
KPRI Vorstenlanden adalah koperasi pegawai negeri yang terletak di 
Kecamatan Kebonarum. Koperasi ini berbadan hukum pada tanggal 28 
Oktober 1993 dengan nomor 10075/BH/KWK.11/X/93. Koperasi 
Vorstenlanden merupakan koperasi milik PNP XIX Pesero, yaitu 
usaha perkebunan yang dimiliki oleh BUMN. Namun demikian, pada 
praktiknya koperasi ini masuk dalam KPRI. Saat ini Koperasi 
Vorstenlanden mempunyai volume usaha sebesar 
Rp.2.540.730.000,00. Dengan modal sebesar Rp.2.484.930.628,00, 
maka tidak heran bahwa koperasi ini memiliki volume usaha yang 
sangat besar, karena koperasi ini tidak hanya bergerak di bidang 
konsumsi, tetapi juga usaha kredit dan penyediaan barang bagi para 
anggota dan masyarakat sekitar. Usaha konsumsi dioprasikan dengan 
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modal dari simpanan sukarela dari anggota. Sedangkan modal dari 
usaha kredit diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, serta 
dana-dana lain yang menjadi milik koperasi. 
Tabel 4.10. Nilai Actual dan Target Input dan Output KPRI 
Vorstenlanden 
 
 Actual Target To Gain Achieved 
Modal 2.484.930.628 633.084.523 74,5% 25,5% 
Biaya 
Pengelolaan 612.603.608 39.441.351 93,6% 6,4% 
Jumlah 
Pengelola 8 4 54,2% 45,8% 
SHU 17.189.195 17.189.195 0% 100% 
Sumber : Hasil olahan DEA 
 
Pada tabel diatas terlihat sumber ketidakefisienan KPRI Vorstenlanden  
berasal dari input yang digunakan. Sumber inefisiensi tersebut antara 
lain  
a. Modal 
Inefisiensi terletak di input modal sebesar Rp 2,4 milyar yang 
terlalu besar, tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. 
Produkstifitas dari input modal ini masih mempunyai potensi untuk 
ditingkatkan sampai 74,5% karena tingkat efisiensinya baru 
mencapai 25,5%. Berdasarkan tabel 4.10 diatas, untuk mencapai 
efisiensi KPRI Vorstenlanden hanya membutuhkan modal sebesar 
Rp 633 juta. Alternative kedua untuk mencapai efisiensi adalah 
dengan mempertahankan input modal sebesar Rp 2,4 milyar 
dengan konsekuensi output harus ditingkatkan. 
b. Biaya pengelolaan 
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Inefisiensi kedua terletak dari input biaya pengelolaan. Biaya 
pengelolaan yang dikeluarkan selama tahun 2008 sebesar Rp 612,6 
juta menurut hasil perhitungan DEA terlalu besar. Hal ini berarti 
terdapat kelebihan dana atas biaya pengelolaan. Besarnya 
kelebihan dana biaya pengelolaan ini adalah 93,6%. Untuk 
mencapai efisiensi, Koperasi Vorstenlanden perlu mengurangi 
biaya pengelolaan menjadi Rp 39 juta. Alternative kedua agar 
mencapai efisiensi adalah dengan mempertahankan biaya 
pengelolaan sebesar Rp 612,6 juta dengan meningkatkan 
outputnya. 
c. Jumlah Pengelola 
Inefisiensi terletak dari input jumlah pengelola. Jumlah pengelola 
yang selama tahun 2008 sebanyak 8 orang menurut hasil 
perhitungan DEA terlalu besar. Hal ini berarti terdapat kelebihan 
jumlah pengelola. Besarnya kelebihan jumlah pengelola ini adalah 
54,2%. Untuk mencapai efisiensi, Koperasi Vorstenlanden perlu 
mengurangi jumlah pengelola menjadi 4 orang. Alternative kedua 
agar mencapai efisiensi adalah dengan mempertahankan jumlah 
pengelola sebanyak 8 dengan meningkatkan outputnya. 
Alternatif kedua agar koperasi Vorstenlanden mencapai efisiensi 
adalah dengan mengacu pada peersnya yaitu Koperasi Ngesti Rahayu. 
Berdasarkan hal tersebut Koperasi Vorstenlanden harus menghasilkan 
output dengan menggunakan input sebesar 1,222 input dan output 
lxxxix 
 




Modal   = 1,222(518.205.828) = 633.247.521,8 
Biaya pengelolaan = 1,222(32.284.375)   = 39.451.506,25 
Jumlah Pengelola  = 1,222 (3)   = 3,666 
Dari perhitungan diatas tampak bahwa Koperasi Vorstenlanden dapat 
memiliki efisiensi 100% jika mampu menghimpun SHU sebesar Rp 
17.189.195 dengan menggunakan input modal sebesar Rp 
633.247.521,8, biaya pengelolaan sebesar Rp   39.451.506,25 dan 
jumlah pengelola sebanyak 4 orang. 
b. KPRI Padma Wijaya 
KPRI Padma Wijaya adalah koperasi pegawai negeri milik SMA N 1 
Klaten. Koperasi ini berbadan hukum pada tanggal 30 September 1996 
dengan nomor 7977 a/BH/PAD/KWK.11/IX/96. Koperasi Padma 
Wijaya merupakan koperasi yang beranggotakan guru SMA N 1 
Klaten. Koperasi Padma Wijaya bergerak di bidang konsumsi, 
penyediaan kredit dan usaha barang bagi anggotanya. Di bidang 
konsumsi direalisasikan dalam bentuk kantin dimana baik siswa, 
karyawan, dan guru yang menjadi sasarannya. Di bidang usaha barang, 
sasarannya hanya para guru dan karyawan dimana anggota dapat 
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membeli barang dengan cara kredit bunga rendah. Barang yang dijual 
dapat berupa TV, Kompor Gas, Sepeda, Panci, Setrika, dll. 
Tabel 4.11. Nilai Actual dan Target Input dan Output KPRI 
Padma Wijaya 
 




Modal 1.036.476.250 437.595.551 57,8% 42,2% 
Biaya 
Pengelolaan 285.161.669 27.262.331 
90,4% 9,6% 
Jumlah 
Pengelola 5 3 
49,3% 50,7% 
SHU 11.881.376 11.881.376 0% 100% 
Sumber : Hasil olahan DEA 
Pada tabel diatas terlihat sumber ketidakefisienan KPRI Padma Wijaya 
berasal dari input yang digunakan. Sumber inefisiensi tersebut adalah: 
a. Modal 
Inefisiensi terletak di input modal sebesar Rp 1,03 milyar yang 
terlalu besar, tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. 
Produkstifitas dari input modal ini masih mempunyai potensi untuk 
ditingkatkan sampai 57,8% karena tingkat efisiensinya baru 
mencapai 42,2%. Berdasarkan tabel 4.11 diatas, untuk mencapai 
efisiensi KPRI Padma Wijaya hanya membutuhkan modal sebesar 
Rp 437,59 juta. Alternative kedua untuk mencapai efisiensi adalah 
dengan mempertahankan input modal sebesar Rp 1,03 milyar 
dengan konsekuensi output harus ditingkatkan. 
b. Biaya pengelolaan 
Inefisiensi kedua terletak dari input biaya pengelolaan. Biaya 
pengelolaan yang dikeluarkan selama tahun 2008 sebesar Rp 285 
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juta menurut hasil perhitungan DEA terlalu besar. Hal ini berarti 
terdapat kelebihan dana atas biaya pengelolaan. Besarnya 
kelebihan dana biaya pengelolaan ini adalah 90,4%. Untuk 
mencapai efisiensi, Koperasi Padma Wijaya perlu mengurangi 
biaya pengelolaan menjadi Rp 27 juta. Alternative kedua agar 
mencapai efisiensi adalah dengan mempertahankan biaya 
pengelolaan sebesar Rp 285 juta dengan meningkatkan outputnya. 
 
c. Jumlah Pengelola 
Inefisiensi terletak dari input jumlah pengelola. Jumlah pengelola 
yang selama tahun 2008 sebanyak 5 orang menurut hasil 
perhitungan DEA terlalu besar. Hal ini berarti terdapat kelebihan 
jumlah pengelola. Besarnya kelebihan jumlah pengelola ini adalah 
49,3%. Untuk mencapai efisiensi, Koperasi Padma Wijaya perlu 
mengurangi jumlah pengelola menjadi 3 orang. Alternative kedua 
agar mencapai efisiensi adalah dengan mempertahankan jumlah 
pengelola sebanyak 5 dengan meningkatkan outputnya. 
Alternatif kedua agar Koperasi Padma Wijaya mencapai efisiensi 
adalah dengan mengacu pada peersnya yaitu Koperasi Ngesti Rahayu. 
Berdasarkan hal tersebut Koperasi Padma Wijaya harus menghasilkan 
output dengan menggunakan input sebesar 0,844 input dan output 






Modal    = 0,844(518.205.828) = 437.365.718,80 
Biaya pengelolaan  = 0,844(32.284.375)   = 27.248.012,50 
Jumlah Pengelola   = 0,844 (3)   = 2,53 
Dari perhitungan diatas tampak bahwa Koperasi Padma Wijaya dapat 
memiliki efisiensi 100% jika mampu menghimpun SHU sebesar Rp 
11.881.376,00 dengan menggunakan input modal sebesar Rp 
437.365.718,80, biaya pengelolaan sebesar Rp 27.248.012,50 dan 
jumlah pengelola sebanyak 3 orang. 
c. KPRI Bhakti P3MDKKS 
KPRI Bhakti P3MDKKS merupakan koperasi pegawai negeri yang 
bekerja di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Koperasi ini 
berbadan hukum pada tanggal 31 Maret 1997 dengan nomor 
8048a/BH/PAD/KWK.11/III/97. Saat ini Koperasi Bhakti P3MDKKS 
mempunyai volume usaha sebesar Rp.680.100.000,00. Koperasi ini 
tidak hanya bergerak di bidang konsumsi, tetapi juga usaha kredit dan 
penyediaan barang bagi para anggota dan masyarakat sekitar. Usaha 
konsumsi dioprasikan dengan modal dari simpanan sukarela dari 
anggota. Sedangkan modal dari usaha kredit diperoleh dari simpanan 
pokok, simpanan wajib, serta dana-dana lain yang menjadi milik 
koperasi. 
Tabel 4.12. Nilai Actual dan Target Input dan Output KPRI 








Modal 729.167.717 729167717 0% 100% 
Biaya 











SHU 21.108.910 21.108.910 0% 100% 
Sumber : Hasil olahan DEA 




Modal sebesar Rp 729 juta sudah sebanding dengan output yang 
dihasilkan. Produkstifitas dari input modal sudah mencapai 100%. 
b. Biaya pengelolaan 
Biaya pengelolaan yang dikeluarkan selama tahun 2008 sebesar Rp 
178 juta menurut hasil perhitungan DEA sudah cukup. Hal ini 
berarti tidak terdapat kelebihan dana atas biaya pengelolaan. 
Sehingga sudah mencapai efisiensi 100%. 
c. Jumlah Pengelola 
Jumlah pengelola yang selama tahun 2008 sebanyak 5 orang 
menurut hasil perhitungan DEA sudah sesuai. Hal ini berarti tidak 
terdapat kelebihan jumlah pengelola atau sudah mencapai efisiensi 
100%. 
d. Sisa Hasil Usaha (SHU) 
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SHU yang dihasilkan selama tahun 2008 sebanyak 21 juta menurut 
hasil perhitungan DEA sudah sesuai. Sehingga, efisiensinya sudah 
mencapai efisiensi 100%. 
d. KPRI Ngesti Rahayu 
KPRI Ngesti Rahayu merupakan koperasi pegawai negeri yang bekerja 
di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM 
(DIPERINDAGKOP Dan UMKM). Koperasi ini berbadan hukum 
pada tanggal 28 Juni 1996 dengan nomor 
1907a/BH/PAD/KWK.11/VI/96. Koperasi KPRI Ngesti Rahayu 
merupakan koperasi yang beranggotakan orang yang bekerja di 
Diperindagkop Kabupaten Klaten. Saat ini Koperasi Ngesti Rahayu 
mempunyai volume usaha sebesar Rp.473.780.000,00. Koperasi ini 
tidak hanya bergerak di bidang konsumsi, tetapi juga usaha kredit dan 
penyediaan barang bagi para anggota dan masyarakat sekitar. Usaha 
konsumsi dioprasikan dengan modal dari simpanan sukarela dari 
anggota. Sedangkan modal dari usaha kredit diperoleh dari simpanan 
pokok, simpanan wajib, serta dana-dana lain yang menjadi milik 
koperasi. 
Tabel 4.13. Nilai Actual dan Target Input dan Output KPRI 
Ngesti Rahayu 
 




Modal 518.205.828 518.205.828 0% 100% 
Biaya 













SHU 14.070.066 14.070.066 0% 100% 
Sumber : Hasil olahan DEA 
Pada tabel diatas terlihat KPRI Ngesti Rahayu sudah efisien secara 
keseluruhan. 
a. Modal 
Modal sebesar Rp 518 juta sudah sebanding dengan output yang 
dihasilkan. Produkstifitas dari input modal sudah mencapai 100%. 
b. Biaya pengelolaan 
Biaya pengelolaan yang dikeluarkan selama tahun 2008 sebesar Rp 
32 juta menurut hasil perhitungan DEA sudah cukup. Hal ini 
berarti tidak terdapat kelebihan dana atas biaya pengelolaan. 
Sehingga sudah mencapai efisiensi 100%. 
c. Jumlah Pengelola 
Inefisiensi terletak dari input jumlah pengelola. Jumlah pengelola 
yang selama tahun 2008 sebanyak 3 orang menurut hasil 
perhitungan DEA sudah sesuai. Hal ini berarti tidak terdapat 
kelebihan jumlah pengelola atau sudah mencapai efisiensi 100%. 
e. Sisa Hasil Usaha (SHU) 
SHU yang dihasilkan selama tahun 2008 sebanyak 14 juta menurut 
hasil perhitungan DEA sudah sesuai. Sehingga, efisiensinya sudah 
mencapai efisiensi 100%. 
e. KPRI Tulus Bhakti 
KPRI Tulus Bhakti adalah koperasi pegawai negeri milik SMP N 1 
Gantiwarno. Koperasi ini berbadan hukum pada tanggal 15 September 
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1997 dengan nomor 8177 a/BH/PAD/KWK.11/IX/97. Koperasi Tulus 
Bhakti merupakan koperasi yang beranggotakan guru-guru SMP N 1 
Gantiwarno. Volume usaha pada tahun 2008 sebesar Rp. 
24.400.000,00. Koperasi Tulus Bhakti bergerak di bidang konsumsi, 
penyediaan kredit dan usaha barang bagi anggotanya. Di bidang 
konsumsi direalisasikan dalam bentuk kantin dimana baik siswa, 
karyawan, dan guru yang menjadi sasarannya. Di bidang usaha barang, 
sasarannya hanya para guru dan karyawan dimana anggota dapat 
membeli barang dengan cara kredit bunga rendah. Barang yang dijual 
dapat berupa TV, Kompor Gas, Sepeda, Panci, Setrika, dll 
Tabel 4.14. Nilai Actual dan Target Input dan Output KPRI Tulus 
Bhakti 
 




Modal 375.785.882 105.683.810 71,9% 28,1% 
Biaya 











SHU 3.455.000 3.455.000 0% 100% 
Sumber : Hasil olahan DEA 
 
Pada tabel diatas terlihat sumber ketidakefisienan KPRI Tulus Bhakti 
berasal dari input yang digunakan. Sumber inefisiensi tersebut adalah 
a. Modal 
Inefisiensi terletak di input modal sebesar Rp 375 juta yang terlalu 
besar, tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. 
Produkstifitas dari input modal ini masih mempunyai potensi untuk 
ditingkatkan sampai 71,9% karena tingkat efisiensinya baru 
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mencapai 28,1%. Berdasarkan tabel 4.14 diatas, untuk mencapai 
efisiensi KPRI Tulus Bhakti hanya membutuhkan modal sebesar 
Rp 105 juta. Alternative kedua untuk mencapai efisiensi adalah 
dengan mempertahankan input modal sebesar Rp 375 juta dengan 
konsekuensi output harus ditingkatkan. 
b. Biaya pengelolaan 
Inefisiensi kedua terletak dari input biaya pengelolaan. Biaya 
pengelolaan yang dikeluarkan selama tahun 2008 sebesar Rp 85 
juta menurut hasil perhitungan DEA terlalu besar. Hal ini berarti 
terdapat kelebihan dana atas biaya pengelolaan. Besarnya 
kelebihan dana biaya pengelolaan ini adalah 71,9%. Untuk 
mencapai efisiensi, Koperasi Tulus Bhakti perlu mengurangi biaya 
pengelolaan menjadi Rp 23,9 juta. Alternative kedua agar 
mencapai efisiensi adalah dengan mempertahankan biaya 
pengelolaan sebesar Rp 85 juta dengan meningkatkan outputnya. 
c. Jumlah Pengelola 
Inefisiensi terletak dari input jumlah pengelola. Jumlah pengelola 
yang selama tahun 2008 sebanyak 5 orang menurut hasil 
perhitungan DEA terlalu besar. Hal ini berarti terdapat kelebihan 
jumlah pengelola. Besarnya kelebihan jumlah pengelola ini adalah 
71,9%. Untuk mencapai efisiensi, Koperasi Tulus Bhakti perlu 
mengurangi jumlah pengelola menjadi 2 orang. Alternative kedua 
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agar mencapai efisiensi adalah dengan mempertahankan jumlah 
pengelola sebanyak 5 dengan meningkatkan outputnya. 
Alternatif kedua agar mencapai efisiensi adalah dengan mengacu pada 
peersnya yaitu Koperasi Bhakti P3 MDKKS, Koperasi Ngesti Rahayu, 
dan Koperasi Beres. Berdasarkan hal tersebut Koperasi Tulus Bhakti 
harus menghasilkan output dengan menggunakan input sebesar 0,062 
input dan output Koperasi Bhakti P3 MDKKS ditambah 0,080 input 
output Koperasi Ngesti Rahayu ditambah 0,171 input dan output 
Koperasi Beres. Rincian perhitungannya adalah sebagai berikut : 
Input  
Bhakti P3 MDKKS  Ngesti Rahayu     Beres 
Modal = 0,062(729.167.717) + 0,080(518.205.828) + 
0,171(109080727) 
= 105.317.669 
Biaya  Pengelolaan = 0,062(178.036.000) + 0,080(32284375)  
+ 0,171(59892000)  
= 23.862.514 
Jumlah Pengelola   = 0,062(5) + 0,080(3) + 0,171(5) 
    = 1,4 
Dari perhitungan diatas tampak bahwa Koperasi Tulus Bhakti dapat 
memiliki efisiensi 100% jika mampu menghimpun SHU sebesar Rp 
3.455.000 dengan menggunakan input modal sebesar Rp 
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105.317.669,00 biaya pengelolaan sebesar Rp 23.862.514,00 dan 
jumlah pengelola sebanyak 2 orang. 
f. KPRI Bina Sejahtera 
KPRI SMP N 1 Kalikotes adalah koperasi pegawai negeri yang 
berkedudukan di  SMP N 1 Kalikotes. Koperasi ini berbadan hukum 
pada tanggal 28 Februari 1997 dengan nomor 
12119a/BH/PAD/KWK.11/II/97. Koperasi Bina Sejahtera merupakan 
koperasi yang beranggotakan guru SMP N 1 Kalikotes. Volume usaha 
pada tahun 2008 sebesar Rp. 996.120.000,00, seperti halnya koperasi 
yang berkedudukan di sekolah-sekolah, Koperasi Bina Sejahtera 
bergerak di bidang konsumsi, penyediaan kredit dan usaha barang bagi 
anggotanya. Di bidang konsumsi direalisasikan dalam bentuk kantin 
sekolah dimana baik siswa, karyawan, dan guru yang menjadi 
sasarannya. Di bidang usaha barang, sasarannya hanya para guru dan 
karyawan dimana anggota dapat membeli barang dengan cara kredit 
bunga yang rendah. Barang yang dijual dapat berupa TV, Kompor 
Gas, Sepeda, Panci, Setrika, dll.  
Tabel 4.15. Nilai Actual dan Target Input dan Output KPRI Bina 
Sejahtera 
 




Modal 276.522.203 190.260.966 31,2% 68,8% 
Biaya 











SHU 6.000.000 6.000.000 0% 100% 




Pada tabel diatas terlihat sumber ketidakefisienan KPRI Bina Sejahtera  
berasal dari input yang digunakan. Sumber inefisiensi tersebut adalah: 
a. Modal 
Inefisiensi terletak di input modal sebesar Rp 276 juta yang terlalu 
besar, tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. 
Produkstifitas dari input modal ini masih mempunyai potensi untuk 
ditingkatkan sampai 31,2% karena tingkat efisiensinya baru 
mencapai 68,8%. Berdasarkan tabel 4.15 diatas, untuk mencapai 
efisiensi KPRI Tulus Bina Sejahtera hanya membutuhkan modal 
sebesar Rp 190 juta. Alternative kedua untuk mencapai efisiensi 
adalah dengan mempertahankan input modal sebesar Rp 276 juta 
dengan konsekuensi output harus ditingkatkan. 
b. Biaya pengelolaan 
Inefisiensi terletak dari input biaya pengelolaan. Biaya pengelolaan 
yang dikeluarkan selama tahun 2008 sebesar Rp 82 juta menurut 
hasil perhitungan DEA terlalu besar. Hal ini berarti terdapat 
kelebihan dana atas biaya pengelolaan. Besarnya kelebihan dana 
biaya pengelolaan ini adalah 36,6%. Untuk mencapai efisiensi, 
Koperasi Bina Sejatera perlu mengurangi biaya pengelolaan 
menjadi Rp 52 juta. Alternative kedua agar mencapai efisiensi 
adalah dengan mempertahankan biaya pengelolaan sebesar Rp 82 
juta dengan meningkatkan outputnya. 
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c. Jumlah Pengelola 
Inefisiensi terletak dari input jumlah pengelola. Jumlah pengelola 
yang selama tahun 2008 sebanyak 3 orang menurut hasil 
perhitungan DEA terlalu besar. Hal ini berarti terdapat kelebihan 
jumlah pengelola. Besarnya kelebihan jumlah pengelola ini adalah 
31,2%. Untuk mencapai efisiensi, Koperasi Bina Sejahtera perlu 
mengurangi jumlah pengelola menjadi 2 orang. Alternative kedua 
agar mencapai efisiensi adalah dengan mempertahankan jumlah 
pengelola sebanyak 3 dengan meningkatkan outputnya. 
Alternatif kedua agar koperasi Bina Sejahtera mencapai efisiensi 
adalah dengan mengacu pada peersnya yaitu Koperasi Bhakti P3 
MDKKS dan Koperasi Beres Berdasarkan hal tersebut Koperasi Bina 
Sejahtera harus menghasilkan output dengan menggunakan input 
sebesar 0,234 input dan output Koperasi Bhakti P3 MDKKS ditambah 
0,179 input dan output Koperasi Beres. Rincian perhitungannya adalah 
sebagai berikut : 
Input  
Bhakti P3 MDKKS Beres  
Modal   = 0,234(729167717) + 0,179(109080727)  
    = 190.150.696 
Biaya pengelolaan = 0,234(178.036.000) + 0,179(59.892.000) 
    = 52.381.092 
Jumlah Pengelola  = 0,234(5) + 0.179 (5)   
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    = 2,06 
Dari perhitungan diatas tampak bahwa Koperasi Bina Sejahtera dapat 
memiliki efisiensi 100% jika mampu menghimpun SHU sebesar Rp 
6.000.000 dengan menggunakan input modal sebesar Rp 
190.150.696,00, biaya pengelolaan sebesar Rp 52.381.092,00 dan 
jumlah pengelola sebanyak 2 orang. 
g. KPRI Beres 
KPRI ini berkedudukan di  SMP N 1 Juwiring. Koperasi ini berbadan 
hukum pada tanggal 30 April 1997 dengan nomor 
8361a/BH/PAD/KWK.11/IV/97. Koperasi Beres merupakan koperasi 
yang beranggotakan guru SMP N 1 Juwiring. Seperti halnya koperasi 
yang berkedudukan di sekolah-sekolah, Koperasi Beres bergerak di 
bidang konsumsi, penyediaan kredit dan usaha barang bagi 
anggotanya. Di bidang konsumsi direalisasikan dalam bentuk kantin 
sekolah dimana baik siswa, karyawan, dan guru yang menjadi 
sasarannya. Di bidang usaha barang, sasarannya hanya para guru dan 
karyawan dimana anggota dapat membeli barang dengan cara kredit 
bunga yang rendah. Barang yang dijual dapat berupa TV, Kompor 
Gas, Sepeda, Panci, Setrika, dll.  
Tabel 4.16. Nilai Actual dan Target Input dan Output KPRI Beres 
 




Modal 109.080.727 109.080.727 0% 100% 
Biaya 





Jumlah 5 5   
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Pengelola 0% 100% 
SHU 5.912.650 5.912.650 0% 100% 
Sumber : Hasil olahan DEA 
Pada tabel diatas terlihat KPRI Beres sudah efisien secara keseluruhan. 
d. Modal 
Modal sebesar Rp 109 juta sudah sebanding dengan output yang 
dihasilkan. Produkstifitas dari input modal sudah mencapai 100%. 
e. Biaya pengelolaan 
Biaya pengelolaan yang dikeluarkan selama tahun 2008 sebesar Rp 
59 juta menurut hasil perhitungan DEA sudah cukup. Hal ini 
berarti tidak terdapat kelebihan dana atas biaya pengelolaan. 
Sehingga sudah mencapai efisiensi 100%. 
f. Jumlah Pengelola 
Inefisiensi terletak dari input jumlah pengelola. Jumlah pengelola 
yang selama tahun 2008 sebanyak 5 orang menurut hasil 
perhitungan DEA sudah sesuai. Hal ini berarti tidak terdapat 
kelebihan jumlah pengelola atau sudah mencapai efisiensi 100%. 
f. Sisa Hasil Usaha (SHU) 
SHU yang dihasilkan selama tahun 2008 sebanyak 5,9 juta 
menurut hasil perhitungan DEA sudah sesuai. Sehingga, 
efisiensinya sudah mencapai efisiensi 100%. 
h. KPRI SMP N 1 Karanganom  
KPRI SMP N 1 Karanganom disebut juga KPRI Keluarga. Koperasi 
ini berkedudukan di  SMP N 1 Karanganom. Koperasi ini berbadan 
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hukum pada tanggal 29 Nopember 1996 dengan nomor 
8253a/BH/PAD/KWK.11/XI/96. Koperasi SMP N 1 Karanganom 
beranggotakan guru SMP N 1 Karanganom. Seperti halnya koperasi 
yang berkedudukan di sekolah-sekolah, Koperasi SMP N 1 
Karanganom bergerak di bidang konsumsi, penyediaan kredit dan 
usaha barang bagi anggotanya. Di bidang konsumsi direalisasikan 
dalam bentuk kantin sekolah dimana baik siswa, karyawan, dan guru 
yang menjadi sasarannya. Di bidang usaha barang, sasarannya hanya 
para guru dan karyawan dimana anggota dapat membeli barang dengan 
cara kredit bunga yang rendah. Barang yang dijual dapat berupa TV, 
Kompor Gas, Sepeda, Panci, Setrika, dll.  
Tabel 4.17. Nilai Actual dan Target Input dan Output KPRI  
SMP N 1 Karanganom 
 





















SHU 1.991.067 1.991.067 0% 100% 
Sumber : Hasil olahan DEA 
 
Pada tabel diatas terlihat sumber ketidakefisienan KPRI SMP N 1 





Inefisiensi terletak di input modal sebesar Rp 91 juta yang terlalu 
besar, tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. 
Produkstifitas dari input modal ini masih mempunyai potensi untuk 
ditingkatkan sampai 59,2% karena tingkat efisiensinya baru 
mencapai 40,8%. Berdasarkan tabel 4.17 diatas, untuk mencapai 
efisiensi KPRI SMP N 1 Karanganom hanya membutuhkan modal 
sebesar Rp 37 juta. Alternative kedua untuk mencapai efisiensi 
adalah dengan mempertahankan input modal sebesar Rp 91 juta 
dengan konsekuensi output harus ditingkatkan. 
 
b. Biaya pengelolaan 
Inefisiensi terletak dari input biaya pengelolaan. Biaya pengelolaan 
yang dikeluarkan selama tahun 2008 sebesar Rp 49 juta menurut 
hasil perhitungan DEA terlalu besar. Hal ini berarti terdapat 
kelebihan dana atas biaya pengelolaan. Besarnya kelebihan dana 
biaya pengelolaan ini adalah 59,2%. Untuk mencapai efisiensi, 
Koperasi SMP N 1 Karanganom perlu mengurangi biaya 
pengelolaan menjadi Rp 19,9 juta. Alternative kedua agar 
mencapai efisiensi adalah dengan mempertahankan biaya 
pengelolaan sebesar Rp 49 juta dengan meningkatkan outputnya. 
c. Jumlah pengelola 
Inefisiensi terletak dari input jumlah pengelola. Jumlah pengelola 
yang selama tahun 2008 sebanyak 7 orang menurut hasil 
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perhitungan DEA terlalu besar. Hal ini berarti terdapat kelebihan 
jumlah pengelola. Besarnya kelebihan jumlah pengelola ini adalah 
76,1%. Untuk mencapai efisiensi, Koperasi SMP N 1 Karanganom 
perlu mengurangi jumlah pengelola menjadi 2 orang. Alternative 
kedua agar mencapai efisiensi adalah dengan mempertahankan 
jumlah pengelola sebanyak 7 dengan meningkatkan outputnya. 
Alternatif kedua agar Koperasi SMP N 1 Karanganom mencapai 
efisiensi adalah dengan mengacu pada peersnya yaitu Koperasi Ngesti 
Rahayu dan Koperasi Beres Berdasarkan hal tersebut Koperasi SMP N 
1 Karanganom harus menghasilkan output dengan menggunakan input 
sebesar 0,002 input dan output Koperasi Ngesti Rahayu ditambah 
0,333 input dan output Koperasi Beres. rincian perhitungannya adalah 
sebagai berikut : 
Input  
Ngesti Rahayu      Beres  
Modal    = 0,002 (518.205.828) + 0,333 (109080727) 
    = 37.360.294 
Biaya Pengelolaan  = 0,002 (32.284.375) + 0,333 (59892000) 
    = 20.008.605 
Jumlah Pengelola  = 0,002(3)   + 0,333(5)  
= 1,67 
Dari perhitungan diatas tampak bahwa Koperasi SMP N 1 
Karanganom dapat memiliki efisiensi 100% jika mampu menghimpun 
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SHU sebesar Rp 1.991.067,00 dengan menggunakan input modal 
sebesar Rp 37.360.294,00, biaya pengelolaan sebesar Rp 
20.008.605,00 dan jumlah pengelola sebanyak 2 orang. 
i. KPRI Adil Sejahtera  
KPRI Adil Sejahtera berkedudukan di  SMP N 2 Cawas. Koperasi ini 
berbadan hukum pada tanggal 31 Januari 1997 dengan nomor 
7697b/BH/PAD/KWK.11/I/97. Koperasi Adil Sejahtera merupakan 
koperasi yang beranggotakan guru SMP N 2 Cawas. Volume usaha 
koperasi Adil Sejahtera pada tahun 2008 sebesar Rp. 20.000.000,00, 
seperti halnya koperasi yang berkedudukan di sekolah-sekolah, 
Koperasi SMP N 2 Cawas bergerak di bidang konsumsi, penyediaan 
kredit dan usaha barang bagi anggotanya. Di bidang konsumsi 
direalisasikan dalam bentuk kantin sekolah dimana baik siswa, 
karyawan, dan guru yang menjadi sasarannya. Di bidang usaha barang, 
sasarannya hanya para guru dan karyawan dimana anggota dapat 
membeli barang dengan cara kredit bunga yang rendah. Barang yang 
dijual dapat berupa TV, Kompor Gas, Sepeda, Panci, Setrika, 
Tabel 4.18. Nilai Actual dan Target Input dan Output KPRI Adil 
Sejahtera 
 
  Actual Target To Gain Achieved 
Modal 86.800.000 70.108.363 19,2% 80,8% 
Biaya 











SHU 1.994.500 1.994.500 0% 100% 




Pada tabel diatas terlihat sumber ketidakefisienan KPRI Adil Sejahtera 
berasal dari input yang digunakan. Sumber inefisiensi tersebut adalah 
a. Modal 
Inefisiensi terletak di input modal sebesar Rp 86 juta yang terlalu 
besar, tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. 
Produkstifitas dari input modal ini masih mempunyai potensi untuk 
ditingkatkan sampai 19,2% karena tingkat efisiensinya baru 
mencapai 80,8%. Berdasarkan tabel 4.18 diatas, untuk mencapai 
efisiensi KPRI Adil Sejahtera hanya membutuhkan modal sebesar 
Rp 70 juta. Alternative kedua untuk mencapai efisiensi adalah 
dengan mempertahankan input modal sebesar Rp 86 juta dengan 
konsekuensi output harus ditingkatkan. 
b. Biaya pengelolaan 
Inefisiensi terletak dari input biaya pengelolaan. Biaya pengelolaan 
yang dikeluarkan selama tahun 2008 sebesar Rp 7,4  juta menurut 
hasil perhitungan DEA terlalu besar. Hal ini berarti terdapat 
kelebihan dana atas biaya pengelolaan. Besarnya kelebihan dana 
biaya pengelolaan ini adalah 19,2%. Untuk mencapai efisiensi, 
Koperasi Adil Sejahtera perlu mengurangi biaya pengelolaan 
menjadi Rp 6 juta. Alternative kedua agar mencapai efisiensi 
adalah dengan mempertahankan biaya pengelolaan sebesar Rp 7,4 
juta dengan meningkatkan outputnya. 
c. Jumlah pengelola 
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Inefisiensi terletak dari input jumlah pengelola. Jumlah pengelola 
yang selama tahun 2008 sebanyak 3 orang menurut hasil 
perhitungan DEA terlalu besar. Hal ini berarti terdapat kelebihan 
jumlah pengelola. Besarnya kelebihan jumlah pengelola ini adalah 
82%. Untuk mencapai efisiensi, Koperasi Adil Sejahtera perlu 
mengurangi jumlah pengelola menjadi 1 orang. Alternative kedua 
agar mencapai efisiensi adalah dengan mempertahankan jumlah 
pengelola sebanyak 3 dengan meningkatkan outputnya. 
Alternatif kedua agar Koperasi Adil Sejahtera mencapai efisiensi 
adalah dengan mengacu pada peersnya yaitu Koperasi Ngesti Rahayu 
dan Koperasi Beres Berdasarkan hal tersebut Koperasi Adil Sejahtera 
harus menghasilkan output dengan menggunakan input sebesar 0,129 
input dan output Koperasi Ngesti Rahayu ditambah 0,031 input dan 
output Koperasi Beres. rincian perhitungannya adalah sebagai berikut : 
Input  
Ngesti Rahayu  Beres  
Modal = 0,129 (518.205.828) +  0,031 (109.080.727) 
= 70.230.054 
Biaya pengelolaan = 0,029 (32.284.375) + 0,031 (59.892.000) 
  = 6.021.336 
Jumlah Pengelola  = 0,129(3) + 0,031(5) 
    = 0,54 
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Dari perhitungan diatas tampak bahwa Koperasi Adil Sejahtera dapat 
memiliki efisiensi 100% jika mampu menghimpun SHU sebesar Rp  
1.994.500,00 dengan menggunakan input modal sebesar Rp 
70.230.054,00, biaya pengelolaan sebesar Rp 6.021.336,00 dan jumlah 
pengelola sebanyak 1 orang. 
j. KPRI Maratani  
KPRI Maratani berkedudukan di  SMP Muhammadiyah. Koperasi ini 
berbadan hukum pada tanggal 30 September 1996 dengan nomor 
9155a/BH/PAD/KWK.11/IX/96. Koperasi Maratani merupakan 
koperasi yang beranggotakan guru SMP Muhammadiyah, seperti 
halnya koperasi yang berkedudukan di sekolah-sekolah, Koperasi 
Maratani bergerak di bidang konsumsi, penyediaan kredit dan usaha 
barang bagi anggotanya. Di bidang konsumsi direalisasikan dalam 
bentuk kantin sekolah dimana baik siswa, karyawan, dan guru yang 
menjadi sasarannya. Di bidang usaha barang, sasarannya hanya para 
guru dan karyawan dimana anggota dapat membeli barang dengan cara 
kredit bunga yang rendah. Barang yang dijual dapat berupa TV, 
Kompor Gas, Sepeda, Panci, Setrika, 
Tabel 4.19. Nilai Actual dan Target Input dan Output KPRI 
Maratani 
 
 Actual Target To Gain Achieved 
Modal 38.349.425 8.130.804 78,8% 21,2% 
Biaya 













SHU 440.725 440.725 0% 100% 
Sumber : Hasil olahan DEA 
 
Pada tabel diatas terlihat sumber ketidakefisienan Maratani  berasal 
dari input yang digunakan. Sumber inefisiensi tersebut adalah : 
a. Modal 
Inefisiensi terletak di input modal sebesar Rp 38 juta yang terlalu 
besar, tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. 
Produkstifitas dari input modal ini masih mempunyai potensi untuk 
ditingkatkan sampai 78,8% karena tingkat efisiensinya baru 
mencapai 21,2%. Berdasarkan tabel 4.19 diatas, untuk mencapai 
efisiensi KPRI Maratani hanya membutuhkan modal sebesar Rp 8 
juta. Alternative kedua untuk mencapai efisiensi adalah dengan 
mempertahankan input modal sebesar Rp 38 juta dengan 
konsekuensi output harus ditingkatkan. 
b. Biaya pengelolaan 
Inefisiensi terletak dari input biaya pengelolaan. Biaya pengelolaan 
yang dikeluarkan selama tahun 2008 sebesar Rp 24 juta menurut 
hasil perhitungan DEA terlalu besar. Hal ini berarti terdapat 
kelebihan dana atas biaya pengelolaan. Besarnya kelebihan dana 
biaya pengelolaan ini adalah 81,6%. Untuk mencapai efisiensi, 
Koperasi Maratani perlu mengurangi biaya pengelolaan menjadi 
Rp 4,4 juta. Alternative kedua agar mencapai efisiensi adalah 
dengan mempertahankan biaya pengelolaan sebesar Rp 24 juta 
dengan meningkatkan outputnya. 
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c. Jumlah pengelola 
Inefisiensi terletak dari input jumlah pengelola. Jumlah pengelola 
yang selama tahun 2008 sebanyak 3 orang menurut hasil 
perhitungan DEA terlalu besar. Hal ini berarti terdapat kelebihan 
jumlah pengelola. Besarnya kelebihan jumlah pengelola ini adalah 
87,6%. Untuk mencapai efisiensi, Koperasi Maratani perlu 
mengurangi jumlah pengelola menjadi 1 orang. Alternative kedua 
agar mencapai efisiensi adalah dengan mempertahankan jumlah 
pengelola sebanyak 3 dengan meningkatkan outputnya. 
Alternatif kedua agar koperasi Maratani mencapai efisiensi adalah 
dengan mengacu pada peersnya yaitu Koperasi Beres Berdasarkan hal 
tersebut Koperasi Maratani harus menghasilkan output dengan 
menggunakan input sebesar 0,075 input dan output Koperasi Beres. 
rincian perhitungannya adalah sebagai berikut : 
Input  
Beres  
Modal    = 0,075 (109.080.727) = 8.181.055 
Biaya pengelolaan  = 0,075(59.892.000) = 4.491.900 
Jumlah pengelola    = 0,075(5) = 0,375 
Dari perhitungan diatas tampak bahwa Koperasi Maratani dapat 
memiliki efisiensi 100% jika mampu menghimpun SHU sebesar Rp 
440.725 dengan menggunakan input modal sebesar Rp 8.181.055,00, 
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biaya pengelolaan sebesar Rp 4.491.900,00 dan jumlah pengelola 














A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam 
meneliti efisiensi Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI), 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil perhitungan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) 
menunjukkan bahwa tidak semua KPRI efisien secara teknis. Diantara 
10 (sepuluh) KPRI terdapat 7 (tiga) KPRI yang belum mencapai 
efisien secara teknis yaitu KPRI Vorstenlanden, KPRI Padma Wijaya, 
cxiv 
 
KPRI Tulus Bhakti, KPRI Bina Sejahtera, KPRI SMP N 1 
Karanganom, KPRI Adil Sejahtera dan KPRI Maratani. Sedangkan 
KPRI Bhakti P3MDKKS, KPRI Ngesti Rahayu dan KPRI Beres telah 
mencapai efisiensi secara teknis. 
2. Efisiensi  koperasi terbesar terletak pada variable output, yaitu SHU 
sebesar 100%. Sedangkan variable input modal tingkat efisiensi rata-
ratanya 60,74%, biaya pengelolaan 54,75%, dan jumlah pengelola 
54,77%. 
3. Sumber inefisiensi koperasi terbesar terletak pada variable input yaitu 
biaya pengelolaan 45,25%,  jumlah pengelola 45,23% dan modal 
39,26%. 
 
4. Inefisiensi yang terjadi pada KPRI Vorstenlanden bersumber pada 
input yang digunakan (modal dan biaya pengelolaan). Tingkat efisiensi 
masing-masing input adalah modal tingkat efisiensinya 25,5%, biaya 
pengelolaan efisiensinya 6,4%, sedangkan efisiensi dalam jumlah 
pengelola mencapai 45,8%. Inefisiensi ini dapat dilihat dari nilai 
actual yang belum sama dengan nilai targetnya. Disamping itu juga 
dapat dilihat dari nilai achieved dari KPRI Vorstenlanden belum 
mencapai 100%. 
5. Inefisiensi yang terjadi pada KPRI Padma Wijaya bersumber pada 
input yang digunakan (modal, biaya pengelolaan, dan jumlah 




tingkat efisiensinya 42,2%, biaya pengelolaan efisiensinya 9,6%, 
Sedangkan efisiensi dalam jumlah pengelola mencapai 50,7%. 
Inefisiensi ini dapat dilihat dari nilai actual yang belum sama dengan 
nilai targetnya. Disamping itu juga dapat dilihat dari nilai achieved 
dari KPRI Padma Wijaya belum mencapai 100%. 
6. Inefisiensi yang terjadi pada KPRI Tulus Bhakti bersumber pada input 
yang digunakan (modal, biaya pengelolaan dan jumlah pengelola). 
Tingkat efisiensi untuk keseluruhan input baru mencapai 28,1%. 
Inefisiensi ini dapat dilihat dari nilai actual yang belum sama dengan 
nilai targetnya. Disamping itu juga dapat dilihat dari nilai achieved 
dari KPRI Tulus Bhakti belum mencapai 100%. 
7. Inefisiensi yang terjadi pada KPRI Bina Sejahtera bersumber pada 
input yang digunakan (modal, biaya pengelolaan dan jumlah 
pengelola). Tingkat efisiensi input adalah modal tingkat efisiensinya 
68,8%, biaya pengelolaan efisiensinya 63,4%, Sedangkan efisiensi 
dalam jumlah pengelola mencapai 68,8%. Inefisiensi ini dapat dilihat 
dari nilai actual yang belum sama dengan nilai targetnya. Disamping 
itu juga dapat dilihat dari nilai achieved dari KPRI Bina Sejahtera 
belum mencapai 100%. 
8. Inefisiensi yang terjadi pada KPRI SMP N 1 Karanganom bersumber 
pada input yang digunakan (modal, biaya pengelolaan, dan jumlah 
pengelola). Tingkat efisiensi input adalah modal dan biaya pengelolaan 
tingkat efisiensinya 40,8%, jumlah pengelola efisiensinya 23,9%. 
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Inefisiensi ini dapat dilihat dari nilai actual yang belum sama dengan 
nilai targetnya. Disamping itu juga dapat dilihat dari nilai achieved 
dari KPRI SMP N 1 Karanagnom belum mencapai 100%. 
9. Inefisiensi yang terjadi pada KPRI Adil Sejahtera bersumber pada 
input yang digunakan (modal, biaya pengelolaan, dan jumlah 
pengelola). Tingkat efisiensi input adalah modal dan biaya pengelolaan 
tingkat efisiensinya 80,8%, jumlah pengelola efisiensinya 18,0%.. 
Inefisiensi ini dapat dilihat dari nilai actual yang belum sama dengan 
nilai targetnya. Disamping itu juga dapat dilihat dari nilai achieved 
dari KPRI Adil  Sejahtera belum mencapai 100%. 
10. Inefisiensi yang terjadi pada KPRI Maratani bersumber pada input 
yang digunakan (modal, biaya pengelolaan dan jumlah pengelola). 
Tingkat efisiensi masing-masing input adalah modal tingkat 
efisiensinya 21,2%, biaya pengelolaan efisiensinya 18,4% dan jumlah 
pengelola efisiensinya 12,4%. Inefisiensi ini dapat dilihat dari nilai 
actual yang belum sama dengan nilai targetnya. Disamping itu juga 
dapat dilihat dari nilai achieved dari KPRI Maratani belum mencapai 
100%. 
11. Data Envelopment Analysis (DEA) menawarkan alternative kebijakan 
yang dapat diambil dalam mencapai efisiensi. Alternative kebijakan 
yang dapat diambil antara lain : 
a. Alternatif pertama yang dapat diambil dalam mencapai efisiensi 
adalah dengan berorientasi pada input (input oriented) maksudnya 
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adalah dengan memperbaiki jumlah input yang digunakan untuk 
mencapai output efisien secara actualnya. 
b. Alternative kedua yang dapat diambil dalam mencapai efisiensi 
adalah dengan mengacu pada KPRI lain yang telah mencapai 
efisiensi. DEA memberikan petunjuk dalam menentukan kantor 






Dari hasil penelitian ini maka saran yang diberikan adalah sebagai 
berikut : 
1. KPRI yang mencapai efisien hendaknya lebih meningkatkan 
efisiensinya atau minimal mempertahankan efisiensi yang telah dicapai 
dengan meningkatkan produktifitasnya. 
2. Bagi KPRI yang belum efisien agar dapat  efisiensi, dapat dilakukan 
cara-cara antara lain : 
a. Mengurasi pemborosan dari sisi input, yaitu: 
 Biaya pengelolaan : mengurangi pemborosan atau 
melakukan penghematan pengeluaran operasional misalnya 
pembelanjaan barang yang tidak perlu. 
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  Jumlah Pengelola : menggunakan karyawan sesuai 
kebutuhan dan meningkatkan kinerja pengelola. 
 Modal : mengurangi penggunaan modal yang berasal dari 
luar anggota, misalnya pinjaman dari bank sehingga 
berusaha mengoptimalkan perputaran modal yang ada. 
b. Mengacu pada KPRI lain yang telah efisien. Dapat dilihat dari 
hasil peers yang telah ada. 
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel pelayanan dan 
tingkat bunga pinjaman koperasi sebagai bagian dari variable output,  
sebab kesuksesan suatu koperasi tidak hanya bersumber dari besarnya 
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Vorstenlanden 2.484.930.628 612.603.608 8 17,189.195 
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Lampiran 1.2. Table of Efficiencies (Radial) 
 
 21.20 UKE10      28.12 UKE5       40.77 UKE8       
 45.81 UKE1       50.67 UKE2       68.80 UKE6       
Padma Wijaya 1.036.476.250 285.161.669 5 11.881.376 
Bhakti P3 MDKKS 729.167.717 178.036.000 5 21.108.910 
Ngesti Rahayu 518.205.828 32.284.375 3 14.070.066 
Tulus Bhakti 375.785.882 85.045.000 5 3.455.000 
Bina Sejahtera 276.522.203 82.698.950 3 6.000.000 
Beres 109.080.727 59.892.000 5 5.912.650 
SMP N 1 
Karanganom 
91.071.041 49.044.933 7 1.991.067 
Adil Sejahtera 86.800.000 7.433.800 3 1.994.500 
Maratani 38.349.425 24.296.500 3 440.725 
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 80.77 UKE9      100.00 UKE3      100.00 UKE4       
100.00 UKE7       
 
Table of peer units  
Peers for Unit UKE10 efficiency   21.20% radial   
     UKE10                   UKE7 
    ACTUAL     LAMBDA       0.075 
38349425.0 -MU             100.0% 
24296500.0 -BP             100.0% 
       3.0 -JP             100.0% 
  440725.0 +SHU            100.0% 
 
Peers for Unit UKE5 efficiency   28.12% radial   
      UKE5                   UKE3       UKE4       UKE7 
    ACTUAL     LAMBDA       0.062      0.080      0.171 
375785882.0 -MU              43.0%      39.4%      17.6% 
85045000.0 -BP              46.4%      10.8%      42.7% 
       5.0 -JP              22.2%      17.1%      60.7% 
 3455000.0 +SHU             38.1%      32.7%      29.2% 
 
Peers for Unit UKE8 efficiency   40.77% radial   
      UKE8                   UKE4       UKE7 
    ACTUAL     LAMBDA       0.002      0.333 
91071041.0 -MU               2.2%      97.8% 
49044933.0 -BP               0.3%      99.7% 
       7.0 -JP               0.3%      99.7% 
 1991067.0 +SHU              1.1%      98.9% 
 
Peers for Unit UKE1 efficiency   45.81% radial   
      UKE1                   UKE4 
    ACTUAL     LAMBDA       1.222 
2484930628.0 -MU             100.0% 
612603608.0 -BP             100.0% 
       8.0 -JP             100.0% 
17189195.0 +SHU            100.0% 
 
Peers for Unit UKE2 efficiency   50.67% radial   
      UKE2                   UKE4 
    ACTUAL     LAMBDA       0.844 
1036476250.0 -MU             100.0% 
285161669.0 -BP             100.0% 
       5.0 -JP             100.0% 
11881376.0 +SHU            100.0% 
 
Peers for Unit UKE6 efficiency   68.80% radial   
      UKE6                   UKE3       UKE7 
    ACTUAL     LAMBDA       0.234      0.179 
276522203.0 -MU              89.8%      10.2% 
82698950.0 -BP              79.6%      20.4% 
       3.0 -JP              56.7%      43.3% 
 6000000.0 +SHU             82.4%      17.6% 
 
Peers for Unit UKE9 efficiency   80.77% radial   
      UKE9                   UKE4       UKE7 
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    ACTUAL     LAMBDA       0.129      0.031 
86800000.0 -MU              95.2%       4.8% 
 7433800.0 -BP              69.3%      30.7% 
       3.0 -JP              71.5%      28.5% 
 1994500.0 +SHU             90.9%       9.1% 
 
Peers for Unit UKE3 efficiency  100.00% radial   
      UKE3                   UKE3 
    ACTUAL     LAMBDA       1.000 
729167717.0 -MU             100.0% 
178036000.0 -BP             100.0% 
       5.0 -JP             100.0% 
21108910.0 +SHU            100.0% 
 
Peers for Unit UKE4 efficiency  100.00% radial   
      UKE4                   UKE4 
    ACTUAL     LAMBDA       1.000 
518205828.0 -MU             100.0% 
32284375.0 -BP             100.0% 
       3.0 -JP             100.0% 
14070066.0 +SHU            100.0% 
 
Peers for Unit UKE7 efficiency  100.00% radial   
      UKE7                   UKE7 
    ACTUAL     LAMBDA       1.000 
109080727.0 -MU             100.0% 
59892000.0 -BP             100.0% 
       5.0 -JP             100.0% 
 5912650.0 +SHU            100.0% 
 
Table of target values  
Targets for Unit UKE10 efficiency   21.20% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         38349425.0  8130804.9      78.8%      21.2% 
-BP         24296500.0  4464309.9      81.6%      18.4% 
-JP                3.0        0.4      87.6%      12.4% 
+SHU          440725.0   440725.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE5 efficiency   28.12% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         375785882.0 105683810.9      71.9%      28.1% 
-BP         85045000.0 23917555.5      71.9%      28.1% 
-JP                5.0        1.4      71.9%      28.1% 
+SHU         3455000.0  3455000.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE8 efficiency   40.77% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         91071041.0 37133384.6      59.2%      40.8% 
-BP         49044933.0 19997623.2      59.2%      40.8% 
-JP                7.0        1.7      76.1%      23.9% 
+SHU         1991067.0  1991067.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE1 efficiency   45.81% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
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-MU         2484930628.0 633084523.4      74.5%      25.5% 
-BP         612603608.0 39441351.4      93.6%       6.4% 
-JP                8.0        3.7      54.2%      45.8% 
+SHU        17189195.0 17189195.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE2 efficiency   50.67% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         1036476250.0 437595551.3      57.8%      42.2% 
-BP         285161669.0 27262331.1      90.4%       9.6% 
-JP                5.0        2.5      49.3%      50.7% 
+SHU        11881376.0 11881376.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE6 efficiency   68.80% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         276522203.0 190260966.6      31.2%    68.8% 
-BP         82698950.0 52395441.7      36.6%      63.4% 
-JP                3.0        2.1      31.2%      68.8% 
+SHU         6000000.0  6000000.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE9 efficiency   80.77% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         86800000.0 70108363.1      19.2%      80.8% 
-BP          7433800.0  6004280.5      19.2%      80.8% 
-JP                3.0        0.5      82.0%      18.0% 
+SHU         1994500.0  1994500.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE3 efficiency  100.00% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         729167717.0 729167717.0       0.0%     100.0% 
-BP         178036000.0 178036000.0       0.0%     100.0% 
-JP                5.0        5.0       0.0%     100.0% 
+SHU        21108910.0 21108910.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE4 efficiency  100.00% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         518205828.0 518205828.0       0.0%     100.0% 
-BP         32284375.0 32284375.0       0.0%     100.0% 
-JP                3.0        3.0       0.0%     100.0% 
+SHU        14070066.0 14070066.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE7 efficiency  100.00% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         109080727.0 109080727.0       0.0%     100.0% 
-BP         59892000.0 59892000.0       0.0%     100.0% 
-JP                5.0        5.0       0.0%     100.0% 
+SHU         5912650.0  5912650.0       0.0%     100.0% 
 
Table of virtual I/Os  
Virtual IOs for Unit UKE10 efficiency   21.20% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU              100.00%    0.00000 
-BP                0.00%    0.00000 
-JP                0.00%    0.00000 




Virtual IOs for Unit UKE5 efficiency   28.12% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU               71.25%    0.00000 
-BP                4.41%    0.00000 
-JP               24.34%    0.04868 
+SHU              28.12%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE8 efficiency   40.77% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU               44.18%    0.00000 
-BP               55.82%    0.00000 
-JP                0.00%    0.00000 
+SHU              40.77%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE1 efficiency   45.81% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU                0.00%    0.00000 
-BP                0.00%    0.00000 
-JP              100.00%    0.12500 
+SHU              45.81%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE2 efficiency   50.67% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU                0.00%    0.00000 
-BP                0.00%    0.00000 
-JP              100.00%    0.20000 
+SHU              50.67%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE6 efficiency   68.80% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU               77.71%    0.00000 
-BP                0.00%    0.00000 
-JP               22.29%    0.07430 
+SHU              68.80%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE9 efficiency   80.77% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU               83.27%    0.00000 
-BP               16.73%    0.00000 
-JP                0.00%    0.00000 
+SHU              80.77%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE3 efficiency  100.00% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU               80.46%    0.00000 
-BP                5.38%    0.00000 
-JP               14.17%    0.02833 
+SHU             100.00%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE4 efficiency  100.00% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU               33.33%    0.00000 
-BP               33.33%    0.00000 
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-JP               33.33%    0.11111 
+SHU             100.00%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE7 efficiency  100.00% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU               43.29%    0.00000 
-BP               28.35%    0.00000 
-JP               28.35%    0.05671 
+SHU             100.00%    0.00000 
 
Table of efficiencies (radial) 
 
 21.20 UKE10      28.12 UKE5       40.77 UKE8       
 45.81 UKE1       50.67 UKE2       68.80 UKE6       
 80.77 UKE9      100.00 UKE3      100.00 UKE4       
100.00 UKE7       
 
Table of peer units  
Peers for Unit UKE10 efficiency   21.20% radial   
     UKE10                   UKE7 
    ACTUAL     LAMBDA       0.075 
38349425.0 -MU             100.0% 
24296500.0 -BP             100.0% 
       3.0 -JP             100.0% 
  440725.0 +SHU            100.0% 
 
Peers for Unit UKE5 efficiency   28.12% radial   
      UKE5                   UKE3       UKE4       UKE7 
    ACTUAL     LAMBDA       0.062      0.080      0.171 
375785882.0 -MU              43.0%      39.4%      17.6% 
85045000.0 -BP              46.4%      10.8%      42.7% 
       5.0 -JP              22.2%      17.1%      60.7% 
 3455000.0 +SHU             38.1%      32.7%      29.2% 
 
Peers for Unit UKE8 efficiency   40.77% radial   
      UKE8                   UKE4       UKE7 
    ACTUAL     LAMBDA       0.002      0.333 
91071041.0 -MU               2.2%      97.8% 
49044933.0 -BP               0.3%      99.7% 
       7.0 -JP               0.3%      99.7% 
 1991067.0 +SHU              1.1%      98.9% 
 
Peers for Unit UKE1 efficiency   45.81% radial   
      UKE1                   UKE4 
    ACTUAL     LAMBDA       1.222 
2484930628.0 -MU             100.0% 
612603608.0 -BP             100.0% 
       8.0 -JP             100.0% 
17189195.0 +SHU            100.0% 
 
Peers for Unit UKE2 efficiency   50.67% radial   
      UKE2                   UKE4 
    ACTUAL     LAMBDA       0.844 
1036476250.0 -MU             100.0% 
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285161669.0 -BP             100.0% 
       5.0 -JP             100.0% 
11881376.0 +SHU            100.0% 
 
Peers for Unit UKE6 efficiency   68.80% radial   
      UKE6                   UKE3       UKE7 
    ACTUAL     LAMBDA       0.234      0.179 
276522203.0 -MU              89.8%      10.2% 
82698950.0 -BP              79.6%      20.4% 
       3.0 -JP              56.7%      43.3% 
 6000000.0 +SHU             82.4%      17.6% 
 
Peers for Unit UKE9 efficiency   80.77% radial   
      UKE9                   UKE4       UKE7 
    ACTUAL     LAMBDA       0.129      0.031 
86800000.0 -MU              95.2%       4.8% 
 7433800.0 -BP              69.3%      30.7% 
       3.0 -JP              71.5%      28.5% 
 1994500.0 +SHU             90.9%       9.1% 
 
Peers for Unit UKE3 efficiency  100.00% radial   
      UKE3                   UKE3 
    ACTUAL     LAMBDA       1.000 
729167717.0 -MU             100.0% 
178036000.0 -BP             100.0% 
       5.0 -JP             100.0% 
21108910.0 +SHU            100.0% 
 
Peers for Unit UKE4 efficiency  100.00% radial   
      UKE4                   UKE4 
    ACTUAL     LAMBDA       1.000 
518205828.0 -MU             100.0% 
32284375.0 -BP             100.0% 
       3.0 -JP             100.0% 
14070066.0 +SHU            100.0% 
 
Peers for Unit UKE7 efficiency  100.00% radial   
      UKE7                   UKE7 
    ACTUAL     LAMBDA       1.000 
109080727.0 -MU             100.0% 
59892000.0 -BP             100.0% 
       5.0 -JP             100.0% 
 5912650.0 +SHU            100.0% 
 
Table of target values  
Targets for Unit UKE10 efficiency   21.20% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         38349425.0  8130804.9      78.8%      21.2% 
-BP         24296500.0  4464309.9      81.6%      18.4% 
-JP                3.0        0.4      87.6%      12.4% 
+SHU          440725.0   440725.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE5 efficiency   28.12% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
cxxix 
 
-MU         375785882.0 105683810.9      71.9%      28.1% 
-BP         85045000.0 23917555.5      71.9%      28.1% 
-JP                5.0        1.4      71.9%      28.1% 
+SHU         3455000.0  3455000.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE8 efficiency   40.77% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         91071041.0 37133384.6      59.2%      40.8% 
-BP         49044933.0 19997623.2      59.2%      40.8% 
-JP                7.0        1.7      76.1%      23.9% 
+SHU         1991067.0  1991067.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE1 efficiency   45.81% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         2484930628.0 633084523.4      74.5%      25.5% 
-BP         612603608.0 39441351.4      93.6%       6.4% 
-JP                8.0        3.7      54.2%      45.8% 
+SHU        17189195.0 17189195.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE2 efficiency   50.67% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         1036476250.0 437595551.3      57.8%      42.2% 
-BP         285161669.0 27262331.1      90.4%       9.6% 
-JP                5.0        2.5      49.3%      50.7% 
+SHU        11881376.0 11881376.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE6 efficiency   68.80% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         276522203.0 190260966.6      31.2%      68.8% 
-BP         82698950.0 52395441.7      36.6%      63.4% 
-JP                3.0        2.1      31.2%      68.8% 
+SHU         6000000.0  6000000.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE9 efficiency   80.77% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         86800000.0 70108363.1      19.2%      80.8% 
-BP          7433800.0  6004280.5      19.2%      80.8% 
-JP                3.0        0.5      82.0%      18.0% 
+SHU         1994500.0  1994500.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE3 efficiency  100.00% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         729167717.0 729167717.0       0.0%     100.0% 
-BP         178036000.0 178036000.0       0.0%     100.0% 
-JP                5.0        5.0       0.0%     100.0% 
+SHU        21108910.0 21108910.0       0.0%     100.0% 
 
Targets for Unit UKE4 efficiency  100.00% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         518205828.0 518205828.0       0.0%     100.0% 
-BP         32284375.0 32284375.0       0.0%     100.0% 
-JP                3.0        3.0       0.0%     100.0% 




Targets for Unit UKE7 efficiency  100.00% radial   
 VARIABLE       ACTUAL     TARGET    TO GAIN   ACHIEVED 
-MU         109080727.0 109080727.0       0.0%     100.0% 
-BP         59892000.0 59892000.0       0.0%     100.0% 
-JP                5.0        5.0       0.0%     100.0% 
+SHU         5912650.0  5912650.0       0.0%     100.0% 
 
Table of virtual I/Os  
Virtual IOs for Unit UKE10 efficiency   21.20% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU              100.00%    0.00000 
-BP                0.00%    0.00000 
-JP                0.00%    0.00000 
+SHU              21.20%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE5 efficiency   28.12% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU               71.25%    0.00000 
-BP                4.41%    0.00000 
-JP               24.34%    0.04868 
+SHU              28.12%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE8 efficiency   40.77% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU               44.18%    0.00000 
-BP               55.82%    0.00000 
-JP                0.00%    0.00000 
+SHU              40.77%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE1 efficiency   45.81% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU                0.00%    0.00000 
-BP                0.00%    0.00000 
-JP              100.00%    0.12500 
+SHU              45.81%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE2 efficiency   50.67% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU                0.00%    0.00000 
-BP                0.00%    0.00000 
-JP              100.00%    0.20000 
+SHU              50.67%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE6 efficiency   68.80% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU               77.71%    0.00000 
-BP                0.00%    0.00000 
-JP               22.29%    0.07430 
+SHU              68.80%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE9 efficiency   80.77% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU               83.27%    0.00000 
-BP               16.73%    0.00000 
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-JP                0.00%    0.00000 
+SHU              80.77%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE3 efficiency  100.00% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU               80.46%    0.00000 
-BP                5.38%    0.00000 
-JP               14.17%    0.02833 
+SHU             100.00%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE4 efficiency  100.00% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU               33.33%    0.00000 
-BP               33.33%    0.00000 
-JP               33.33%    0.11111 
+SHU             100.00%    0.00000 
 
Virtual IOs for Unit UKE7 efficiency  100.00% radial   
 VARIABLE    VIRTUAL IOs IO WEIGHTS   
-MU               43.29%    0.00000 
-BP               28.35%    0.00000 
-JP               28.35%    0.05671 
+SHU             100.00%    0.00000 
 
 
 
